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Abstrak 
 
 
M.W. Reti Desion, NIM D099058, Skripsi dengan judul “Respon Perempuan 
terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Kota Surakarta Tahun 2005”, Skripsi    
(S-1) Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta, 2006. 
Skripsi ini berusaha untuk mengetahui respon perempuan terhadap 
Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) di Kota Surakarta yang 
diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Alasan penulis memilih tema 
Pilkada dikarenakan Pilkada kali ini adalah Pilkada Langsung yang 
pertamakalinya diadakan di Indonesia. Sehingga bagi penulis akan sangat menarik 
untuk diteliti. Pemilihan perempuan sebagai obyek penelitian dikarenakan dalam 
Pilkada langsung di Kota Surakarta tahun 2005 ini tidak memunculkan satupun 
kandidat Cawali dan Cawawali dari perempuan, sehingga peneliti tertarik untuk 
mengetahui respon perempuan terhadap Pilkada langsung. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penggalian informasi 
dan data disesuaikan dengan informasi dan data yang diinginkan dalam penelitian 
ini. Data sekunder diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari dokumen, 
artikel, data dari BPS Kota Surakarta, KPUD Kota Surakarta, dll. Sedangkan data 
primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan metode survai, wawancara 
serta pengamatan langsung. Tehnik pengambilan sampel untuk responden adalah 
dengan purposive propotional random sampling sedangkan tehnik pengambilan 
sampel informan dengan metode purposive. Validitas data menggunakan tehnik 
triangulasi data dan tehnik analisa data dengan model analisis interaktif. Lokasi 
dipilih di Kecamatan Banjarsari dengan pertimbangan lokasi adalah kecamatan  
dengan jumlah pemilih (perempuan) terbanyak.  
Untuk mengetahui respon perempuan terhadap Pilkada langsung ini 
penyusun merumuskan indikator-indikator, indikator respon tersebut antara lain ; 
(1) Persepsi (pendapat, pernyataan), dan sikap perempuan terhadap  Pilkada 
langsung Kota Surakarta 2005. (2) Perilaku politik mereka dalam Pilkada 
langsung, yang meliputi : (a) Partisipasi dalam mengikuti sosialisasi Pilkada, (b) 
Partisipasi dalam kampanye, dan (c) Partisipasi dalam pemungutan suara. (d) 
Partisipasi dalam mengawasi proses pelaksanaan Pilkada. 
Setelah dilakukan penelitian, penyusun berkesimpulan ; Pertama, 
perempuan masih mengalami hambatan sosial dan kultural dalam 
keikutsertaannya dalam proses Pilkada Langsung. Kedua, perempuan berpersepsi 
bahwa seorang kepala daerah (walikota) laki-laki lebih mampu daripada seorang 
kepala daerah perempuan. Perempuan sendiri menerima subordinasi posisi 
perempuan dalam kepemimpinan daerah dengan menerima bila perempuan hanya 
menduduki posisi wakil walikota. Ketiga, perempuan masih berpersepsi bahwa 
politik adalah bidang laki-laki, sehingga ketertarikan mereka dalam mengakses 
informasi selama proses Pilkada sangat rendah. Akibatnya partisipasi atau 
perilaku perempuan dalam Pilkada langsung terlihat masih sebagai pendukung 
(yang dimobilisasi) dan bukan sebagai pemilih, karena tidak memiliki kalkulasi 
rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Keempat, sikap politik perempuan 
dalam Pilkada langsung adalah manifestasi mereka dalam mendukung partai 
 xiv 
politik dalam Pemilu. Kelima, belum tersedianya forum diskusi bagi perempuan 
untuk membuka wacana mereka atau mengetahui perannya dalam menentukan 
arah kebijakan daerah pada proses Pilkada. 
Dari temuan tersebut penyusun menyarankan; Pertama, agar dalam 
pelaksanaan berikutnya KPUD Kota Surakarta memperluas sasaran sosialisasi 
Pilkada, termasuk sosialisasi ke organisasi-organisasi perempuan. Kedua, 
perlunya perubahan orientasi sosialisasi Pilkada. Yaitu sosialisasi yang 
berorientasi pada perbaikan persepsi pemilih tentang Pilkada. Ketiga, sebagai 
organisasi perempuan yang terdekat dengan masyarakat, PKK sudah saatnya 
menjadi forum diskusi bagi perempuan terutama disaat berlangsungnya proses 
Pilkada maupun Pemilu. Keempat, KPUD Kota Surakarta supaya mengatasi 
keterbatasannya melakukan sosialisasi Pilkada bagi pemilih perempuan dengan 
melibatkan organisasi/kelompok perempuan di Surakarta dalam sosialisasi.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Masalah kesetaraan gender telah menjadi isu kebijakan universal dan 
menjadi gerakan hampir di semua penjuru dunia, dimana dalam merumuskan 
kebijakan, di berbagai negara harus mempertimbangkan aspek kesetaraan. 
Bukan hanya di negara maju perjuangan kesetaraan gender sudah sampai di 
negara berkembang termasuk Indonesia. 
Laporan Situasi Kependudukan Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa 
untuk Kependudukan (UNFPA) tahun 2005 menyerukan kepada pemimpin 
untuk memenuhi janji kesetaraan dan kesederajatan di berbagai sektor 
kehidupan bagi perempuan dan anak perempuan di dalam semua ras, agama, 
kelompok, dan golongan. Jika tidak, kemiskinan tidak akan menjadi sejarah 
dan cita-cita besar apa pun tentang kemajuan tidak akan pernah tercapai. 
Pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya untuk perempuan, 
anak perempuan, remaja adalah hal yang sangat mendesak. (Kompas, 17 
Oktober 2005) 
Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, kaum perempuan Indonesia telah 
memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. 
Baik dalam pendidikan, perdagangan, pemerintahan, bahkan dalam memimpin 
perang kemerdekaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu Indonesia telah 
dipimpin oleh presiden wanita yang pertama, Megawati Soekarnoputri. 
Meskipun mendapat tantangan yang cukup keras baik dari segi agama, 
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maupun alasan-alasan politik lainnya, kehadiran wanita dalam percaturan 
politik di Indonesia tidak dapat lagi ditolak. 
Meningkatnya kaum perempuan yang menjadi anggota partai politik 
dan muncul dalam daftar calon pada Pemilu lalu, menunjukkan bahwa minat 
perempuan untuk terjun dalam arena politik cukup besar. Meskipun hasilnya 
belum memenuhi harapan, namun antusiasme ini hendaknya menjadi 
momentum penting bagi kaum perempuan untuk mengklaim kembali yang 
jadi hak asasinya. Yaitu berkiprah di arena politik sebagai bagian dari proses 
demokrasi dan penghormatan terhadap hak asaasi manusia. 
Maraknya pembicaraan tentang partisipasi perempuan dalam politik 
belakangan ini dapat dimaklumi, karena pada massa kekuasaan Orde Baru 
dibawah Soeharto kaum perempuan telah dikucilkan dari arena politik. Pada 
masa ini semua kelompok yang berpotensi untuk melakukan perubahan sosial 
seperti, wartawan, mahasiswa, kaum intelektual, dan termasuk perempuan 
tidak memiliki ruang untuk mengemukakan kepentingan politiknya. 
Kehadiran perempuan dalam kancah politik bukan sesuatu yang unik, 
atau sesuatu yang istimewa, akan tetapi sebuah keharusan dan keperluan yang 
memungkinkan mereka untuk memperjuangkan hak-haknya melalui arena 
politik. Artinya partisipasi politik perempuan sangat penting bagi kepentingan 
demokrasi itu sendiri 
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat. Dengan demikian partisipasi semua unsur masyarakat termasuk 
perempuan akan meningkatkan kualitas dari demokrasi itu sendiri. Partisipasi 
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politik perempuan dalam institusi-institusi politik sangat penting untuk 
menentukan apakah sistem politik adalah sistem keterwakilan. 
Secara etimologis pengertian partisipasi politik dapat diartikan 
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 
kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara 
langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan negara. (Indriyati 
Suparno dkk, 2005:17) 
Dalam hubungannya dengan perempuan, politik diartikan sebagai 
segala usaha, kegiatan dan upaya yang bertujuan mempengaruhi proses 
kebijakan dan perundangan yang berkaitan dengan isu perempuan. (Sugiarti 
dkk, 2003:vii) 
Proses reformasi telah berjalan selama delapan tahun lebih, akan tetapi     
belum membawa perubahan bagi peran politik perempuan. Dari sini terlihat 
bahwa kebijakan saja tidak cukup mampu menarik partisipasi perempuan 
untuk berpartisipasi dalam politik. 
Ironis bagi kaum perempuan di Indonesia pada pemilu periode 1999-
2004 lalu, jumlah hak pilihnya sebesar 57% dari total hak pilih akan tetapi 
prosentase keterwakilan dalam lembaga legislatif sangat rendah (8,8%). 
Situasi ini juga tidak jauh berbeda dengan situasi dalam konteks Surakarta, 
dimana hanya ada 1 orang dari 45 orang anggota legislatif periode 1999-2004. 
Sedangkan dalam Pemilu 2004 lalu hanya terdapat 2 orang perempuan atau 
5% jumlah anggota legislatif periode 2004-2009. (KPUD Kota Surakarta, 
2005) 
Perubahan baru terjadi ketika digulirkannya reformasi tahun 1998. Era 
ini membuka keterlibatan semua pihak termasuk perempuan untuk 
berpartisipasi dalam percaturan politik di Indonesia. Akan tetapi kebijakan-
kebijakan yang di buat untuk lebih melibatkan perempuan Indonesia dalam 
politik terasa masih “setengah hati”. UU no 12 tahun 2003 tentang Pemilihan 
Umum yang mengatur tentang keterwakilan 30% perempuan di jajaran calon 
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legislatif tidak mengandung paksaan atau bahkan sanksi bagi partai yang tidak 
melaksanakanya.  
Bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998 lalu memberikan angin 
segar terhadap perempuan Indonesia untuk lebih terlibat dan berperan aktif 
dalam percaturan politik Nasional. Secara umum kesempatan masyarakat 
untuk memilih pemimpinnya secara langsung akan terwujud. Sebagai amanat 
Undang-undang No 32 / 2004 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus dalam 
rangka pembangunan kehidupan demokrasi di tingkat lokal maka mulai 2005 
semua kepala daerah (gubernur, bupati/walikota ) akan dipilih secara langsung 
oleh rakyat sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden. 
Pada Juni 2005, Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah, baik 
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil 
Walikota, di pilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menandai babak 
baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Hingga bulan Agustus 2006 ini 
telah dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat 11 Gubernur, 208 
Bupati dan 38 walikota di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. 
(catatan Metro TV, Agustus 2006) 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah secara langsung 
(Pilkada langsung) diatur dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintah  Daerah 
Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata 
Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.   
Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam 
cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. 
Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan :  
“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon 
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil.” 
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Selama ini Pilkada menjadi wilayah ekslusif elite politik, peranan 
Presiden dan Mendagri sangat besar dan menentukan. Bahkan Mabes ABRI 
sampai Kodam pun turut ambil peranan. Pada saat UU ini diganti dengan UU 
No. 22/1999, peranan anggota DPRD menjadi dominan.(Joko J.Prihatmoko, 
2005:viii) 
Kekecewaan terhadap praktik Pilkada menurut UU No. 22/1999 
disebabkan oleh dua isu krusial, yakni maraknya politik uang (money politics) 
dan campur tangan (intervensi) pengurus partai politik di tingkat lokal 
maupun pusat. 
Pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara langsung adalah pilihan 
terbaik dan sekaligus solusi atas sering terjadinya berbagai kekecewaan 
masyarakat dalam Pilkada. Seperti yang kita semua ketahui dalam UU No 22 / 
1999, pemilihan kepada daerah dilakukan oleh DPRD. Sistem Pilkada seperti 
itu dalam kenyataannya sering menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, 
bahkan tidak jarang memunculkan kemarahan warga akibat kinerja wakil 
rakyat (DPRD) yang hanya mementingkan diri (partai/golongan) mereka 
masing-masing. 
Ketidakpuasan warga masyarakat atas terpilihnya seorang kepala 
daerah bukan sekedar figur seorang kepala daerah yang terpilih, namun juga 
menyangkut kualitas intelektual, visi serta misi yang dimiliki dan sisi 
moralitas pemimpin daerah. Dengan dilaksanakannya pemilihan walikota 
Surakarta secara langsung ini diharapkan segala lapisan masyarakat di 
Surakarta termasuk perempuan Surakarta dapat secara langsung turut serta 
dalam pembangunan kota Surakarta. 
Pilkada langsung berarti mengembalikan “hak-hak dasar” 
masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam 
rangka rekrutmen politik secara demokratis. Dalam konteks itu, negara 
memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan 
sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat 
daerah 
Keikutsertaan perempuan secara aktif dalam pemilihan walikota 
Surakarta berarti meningkatkan kualitas dari Pilkada itu sendiri, sekaligus 
diperhitungkannya perempuan Surakarta untuk menjadi salah satu kekuatan 
potensial dalam percaturan politik di Surakarta. Secara  langsung perempuan 
Surakarta akan dapat menyalurkan aspirasinya untuk mendapatkan 
keuntungan dari kebijakan pemerintah kota Surakarta nantinya agar dapat 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang aspiratif terhadap kepentingan 
perempuan Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 
Proses pemilihan kepala daerah / walikota Surakarta 2005 adalah  
pertama kalinya rakyat atau masyarakat kota Surakarta dapat secara langsung 
memilih siapa walikota yang mereka anggap paling mampu memimpin 
sekaligus memberikan solusi dari permasalahan di Surakarta. Akan tetapi 
dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Surakarta tahun  2005 ini tidak 
memunculkan satu pun calon walikota maupun calon wakil walikota dari 
perempuan. Maka dalam benak peneliti timbul pertanyaan, “Bagaimanakah 
respon perempuan di Surakarta terhadap pemilihan langsung walikota Kota 
Surakarta tahun 2005 ini?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Operasional 
Mengetahui respon, pendapat, sikap, dan partisipasi perempuan Kota 
Surakarta terhadap pemilihan langsung Walikota Kota Surakarta 2005. 
2. Tujuan Fungsional 
Memberikan masukan kepada pelaksana Pilkada Kota Surakarta 
untuk pelaksanaan pemilihan langsung Walikota Kota Surakarta 
berikutnya. 
3. Tujuan individu 
Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 
kesarjanaan pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Landasan Teori dan Kerangka Berpikir 
1. Landasan Teori 
1.1. Respon 
Salah satu karakteristik yang membedakan manusia dari makhluk 
lainnya adalah kapasitasnya untuk belajar. Bahkan dapat dikatakan bahwa 
tingkat kemajuan yang diraih oleh seseorang sangat ditentukan oleh 
kemampuannya belajar. Belajar berarti antara lain berusaha mengetahui 
hal-hal baru, tehnik baru, metode baru, cara berpikir baru, dan bahkan 
perilaku baru. Proses belajar terjadi dari dua unsur utama, di satu pihak 
terdapat stimulus, dan di pihak lain terdapat respon. (Sondang P. Siagian, 
1989:106 ) 
Sistem nilai seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh sumber 
nilai. Sumber-sumber nilai seseorang berasal dari keluarga, lingkungan 
(sekolah dan pergaulan), serta diri sendiri.  
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Nilai menyangkut persepsi seseorang tentang yang baik atau tidak 
baik, yang benar atau salah. Memahami sistem nilai yang dianut oleh 
masyarakat merupakan hal yang penting. Karena pemahaman demikian 
meletakkan dasar yang kuat untuk mengerti sikap, motivasi, dan persepsi 
masyarakat. (Daniel J. Muller, 1996:6   ) 
Apa bila kita bicara tentang persepsi, yang dimaksud ialah bahwa 
yang dilihat oleh seseorang belum tentu sama dengan yang sebenarnya. 
Keinginan seseorang itulah yang menyebabkan mengapa dua orang yang 
melihat atau mengalami hal yang sama memberikan interpretasi yang 
berbeda tentang apa yang dilihat atau dialaminya. 
Di dalam melihat respon, teori persepsi mengasumsikan bahwa 
perilaku suatu individu ditentukan oleh hubungan antara hal-hal yang 
diharapkan. Dengan demikian pula respon seseorang dipengaruhi oleh 
cara ia melihat, menafsirkan dan menilai lingkungan, baik lingkungan 
fisik maupun lingkungan sosialnya. 
Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja. Ada faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga 
faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. (Sondang P. Siagian, 
1989:100) 
Pertama dari orang yang bersangkutan sendiri. Apabila melihat 
sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, 
ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh. 
Seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. 
Kedua dari sasaran persepsi tersebut. Dalam persepsinya manusia 
biasanya membuat generalisasi dan pengelompokkan, dari sekelompok 
orang, benda, atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang serupa. 
Ketiga faktor situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang 
berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat 
perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam 
pertumbuhan persepsi seseorang. 
Sedangkan hubungan antara persepsi dan perilaku dapat 
digambarkan sebagai berikut : Pertama, bahwa ada semacam stimulus 
(dalam hal ini fenomena sosial) yang muncul dari sebuah situasi keadaan. 
Kedua, kemudian muncul upaya mempersepsi stimulus tadi, hal ini adalah 
proses menyeleksi, menata, dan menilai informasi yang masuk. Terakhir 
muncul upaya menafsirkan stimulus yang telah dipersepsi tersebut 
sehingga muncul sebuah perilaku tertentu sebagai respon terhadap 
stimulus tadi. (Riswandha Imawan, 1994:7) 
Selain berhubungan dengan persepsi, respon juga berkaitan dengan 
sikap (attitude). Respon akan timbul apabila individu dihadapkan pada  
suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individu. Sikap adalah 
suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap merupakan suatu 
pernyataan evaluatif seseorang terhadap objek tertentu, orang tertentu, 
atau peristiwa tertentu. Artinya sikap merupakan pencerminan perasaan 
seseorang terhadap sesuatu. 
Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek 
lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut. 
Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru 
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dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan 
obyek yang dimaksud.(Sudijono Sastroatmodjo, 1995:4) 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi dan sikap 
mempunyai kaitan erat dengan respon seseorang terhadap stimulus. 
Persepsi dan sikap seseorang ditentukan oleh nilai yang dimiliki, cara 
pandang, latar belakang pengalaman, motivasi dan lain-lain hal terhadap 
suatu stimulus.  
Respon perempuan Surakarta terhadap pemilihan langsung walikota 
Surakarta 2005 sangat dipengaruhi oleh persepsi dan sikap perempuan 
terhadap pemilihan langsung walikota Surakarta 2005 sendiri. Nilai-nilai 
yang melekat seperti keagamaan, budaya, dan norma sosial lainnya sangat 
mempengaruhi persepsi mereka. Begitu pula dengan cara pandang 
perempuan Surakarta terhadap pemilihan langsung walikota Surakarta 
 
 
 
 
1.2. Perempuan dalam Masyarakat 
1.2.1. Situasi Perempuan 
Menurut situasi konkretnya, tubuh perempuan berbeda dengan tubuh 
laki-laki. Perbedaan itu paling jelas dinyatakan dalam perbedaan organ 
seks mereka. Perempuan memiliki rahim dan selaput dara, sedangkan 
laki-laki memiliki phallus dan seperma. Perbedaan ini pada dasarnya 
mau menjelaskan bahwa situasi konkret kebertubuhan laki-kali dan 
perempuan memang berbeda. Konsekuensinya, pengalaman dan persepsi 
mereka terhadap kehidupan yang dijalaninya pun berbeda. (Shirley Lie, 
2005:18) 
Tubuh adalah sarana bagi manusia untuk berinteraksi dan 
bersosialisasi dalam masyarakat. Tidak jarang tubuh ikut menentukan 
diterima tidaknya seseorang dalam suatu kelompok atau anggota dalam 
hubungan sosial masyarakat.1 
Tubuh juga merupakan perwujudan sosial dan budaya, bahkan 
politik. Bukan hanya kita tidak mudah melepaskan diri dari citra yang 
berkembang dalam masyarakat tentang tubuh, bukan pula bahwa tubuh 
merupakan unsur dasariah yang membentuk identitas berbagai kelompok 
dalam masyarakat (warna kulit, warna rambut, bentuk mata) tubuh juga 
dikenai tabu dan dipaksa tunduk pada hukum. 
Budaya patriarkat adalah budaya yang tumbur subur di Jawa dan 
menjadi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Jawa, bahkan sampai 
saat ini. Menurut Beauvoir, budaya patriarkat menjadikan tubuh 
perempuan sebagai penghalang untuk mengaktualisasi, mencipta dan 
mentransendensi diri. Budaya patriarkat telah menjadikan tubuh 
perempuan sebagai hambatan untuk mengaktualisasikan diri. 
Upaya perempuan untuk mengaktualisasikan diri dimungkinkan 
karena adanya kebebasan. Kebebasan disisi tidak diartikan sebagai 
prasyarat, tetapi sama dengan eksistensi itu sendiri. Tidak ada eksisitensi 
                                                 
1 Selanjutnya tentang situasi kebertubuhan perempuan baca:Shirley Lie, 2005 
 xxiii 
tanpa kebebasan. Kebebasan perempuan untuk mengaktualisasikan diri 
di dalam budaya patriarkat ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, dan 
budaya yang yang dianut dalam masyarakat patriarkat. 
Dalam budaya patriarkat, mitos tentang tubuh perempuan 
dilestarikan dan dipertahankan melalui struktur dan institusi sosial-
politik untuk menguasai perempuan. Itu sebabnya juka ada perempuan 
yang hidup tidak sesuai dengan mitos itu, perempuanlah yang 
dipersalahkan, dan bukan mitosnya. 
Bagaimana mitos ini berdampak pada perempuan tentang hidup dan 
dunia sekalilingnya?. Mitos yang diciptakan budaya patriarkat membuat 
banyak perempuan meyakini bahwa dirinya memang lemah. Kelemahan 
fisik perempuan ini meluas menjadi kerentaan secara umum, perempuan 
tidak punya keyakinan pada kekuatan yang tidak dialaminya sendiri 
dengan tubuhnya, perempuan tidak berani bereksplorasi, melakukan 
revolusi, mencipta, dia terkurung dalam sikap pasif tidak berdaya, dia 
hanya bisa menempati tempat yang sudah ditentukan masyarakat 
baginya. 
Sebagai kondisi yang di akibatkan oleh sejarah dan bukan 
keniscayaan, situasi perempuan dapat berubah. Jika situasi historis 
adalah yang dibentuk secara sosial dan kultural, perempuan dapat dapat 
membentuk-ulang tubuhnya atau menafsirkan ulang tubuhnya. Dengan 
kata lain ia dapat menjadi diri sendiri bagi perempuan dan bukan sekadar 
mengisi kodrat alam. 
1.2.2. Perempuan dan Isu Gender 
Gender adalah sejumlah atribut perilaku yang dibentuk secara 
kultural dan dikenakan pada diri perempuan dan laki-laki. Konsep 
gender dengan tepat dirumuskan oleh Beauvoir dalam kalimatnya yang 
terkenal “ One is not born, but ratherbecomes, a woman “. Seseorang 
tidak dilahirkan sebagai perempuan tetapi menjadi perempuan. Bukan 
faktor biologi sosial, atau ekonomi saja yang menentukan makna 
seseorang menjadi perempuan di dalam masyarakat, tetapi juga 
peradaban secara keseluruhan.(Shirly Lie, 2005:16) 
Secara umum dapat dikatakan bahwa gender adalah permasalah 
status sosial antara peran sosial laki-laki dan peran sosial perempuan, 
yang tentunya arti dari gender sendiri  berbeda dengan jenis kelamin. 
Permasalahan gender dari berbagai bangsa bahkan daerah bisa jadi tidak 
sama. Karena masalah gender dipengaruhi dengan budaya yang hidup 
dalam masyarakat atau bangsa tersebut. 
Masalah gender sering kali identik dengan masalah perempuan, pada 
kenyataannya isu gender sendiri menyangkut kepentingan baik 
perempuan maupun laki-laki. Mengapa selama ini gerakan kesetaraan 
gender lebih banyak dilakukan oleh para perempuan ?. Tidak lain karena 
dalam negara dunia ketiga unsur nilai-nilai budaya masih 
mengunggulkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. 
Di hampir semua belahan dunia jumlah perempuan yang memiliki 
otoritas dalam struktur politik memang rendah dan tidak berimbang 
dengan jumlah laki-laki. Situasi seperti itulah yang disebut sebagai 
ketimpangan relasi gender dalam politik. Artinya, struktur politik yang 
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didominasi laki-laki tersebut adalah artikulasi dari dari suatu hubungan 
kekuasaan antar gender yang sudah ada.(Sri Djoharwinarlien, 2003:62) 
Pembagian kerja dalam masyarakat yang berbasis pada gender telah 
membawa implikasi pada arena publik dan arena politik. Arena politik 
dikuasai oleh laki-laki sedangkan perempuan hanya berkutat pada 
wilayah domestik yang hampir-hampir tak memiliki akses politik. 
Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan konstruksi sosial telah 
menempatkan kodrat, nilai-nilai, adat istiadat, sebagai sarana untuk 
membentuk suatu hubungan sosial yang sangat timpang. Ketimpangan 
itu terjadi karena dalam setiap aspek kehidupan, male value lebih 
dihargai dibandingkan dengan female value yang telah tersubordinasikan 
oleh kekuasaan.(Minarti Hidajadi, dalam Sri Djoharwinarlien, 2003:62)  
Ketimpangan gender barada di jantung demokrasi yang sejati. 
Karena tidak mungkin ada demokrasi tanpa menyertakan partisipasi dan 
peran aktif dari kelompok perempuan. (Leo Agustino, 2005:10) 
Mengapa perempuan begitu penting untuk turut serta dalam 
pembuatan keputusan politik? Sebab perempuan memiliki kebutuhan-
kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami (paling baik) oleh 
perempuan itu sendiri.  
Ada semacam perbedaan pandangan dan perilaku tentang politik 
perempuan dan politik laki-laki. Politik perempuan seringkali 
diasisoasikan sebagai “politik remeh-temeh” sedangkan politik laki-laki 
adalah “politik tingkat tinggi”. Hal ini disebabkan karena isu yang sering 
diusung kelompok perempuan adalah masalah seputar keluarga, 
kesehatan reproduksi dan sebagainya yang dianggap sebagai masalah 
remeh. Sehingga pada taraf tertentu anggapan ini dapat membentuk 
persepsi masyarakat bahwa politik perempuan (yang remeh-temeh) 
dianggap tidak penting. 
Era reformasi ini memungkinkan penyeimbang kembali posisi laki-
laki dan perempuan dengan tujuan mengurangi ketimpangan yang telah 
terjadi selama ini. Tujuan ini tidak hendak menggantikan budaya 
patriarki dengan matriarki, akan tetapi untuk memastikan bahwa 
masalah perempuan dan laki-laki harus diberi perhatian yang sama oleh 
negara di dalam masyarakat. 
Upaya ini sudah pasti menghadapi rintangan kultural (budaya) dan 
agama sekaligus kepercayaan bahwa demokrasi yang baru tumbuh 
seperti di Indonesia punya prioritas yang lebih penting ketimbang 
persoalan gender. 
Sedikit banyak budaya jawa bisa sangat merugikan posisi perempuan 
dalam pentas politik di tanah air. Baik yang telah terealisasi dalam 
kebijakan negara maupun budaya yang selama ini diajarkan secara 
turun-temurun dan ditaati serta diyakini sebagai nilai-nilai yang baik. 
Dalam arti secara tidak sadar telah ditanamkan menjadi kebiasaan. 
Masyarakat Surakarta adalah masyarakat yang sangat dekat dan 
kental dengan budaya Jawa dan nuansa feodalisme dalam sendi-sendi 
kehidupannya. Ini terlihat dari hadirnya dua kerajaan Jawa, Kesunanan 
dan Mangkunegaran. Nuansa “kejawen” bahkan tidak hanya terlihat dari 
kebiasaan masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi agama yang 
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dipeluk, sering kali kita dengar istilah Islam kejawen, yaitu sebutan dari 
ajaran Islam yang berbaur dengan kebudayaan Jawa.  
 
1.3. Pilkada Langsung 
Ada beberapa argumen yang di kemukakan mengenai alasan 
mengapa Pilkada Langsung perlu diagendakan. Pertama, pemilihan 
langsung diperlukan untuk memutus mata-rantai oligarki partai yang harus 
diakui cenderung mewarnai kehidupan partai-partai di DPRD. Kedua, 
Pilkada langsung dimaksudkan untuk meningkatkat akuntabilitas para elite 
lokal di daerah. Ketiga, Pilkada Langsung diperlukan untuk manciptakan 
stabilitas dan efektifitas pemerintahan lokal. Keempat, Pilkada Langsung 
akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan 
nasional. Dan kelima, Pilkada Langsung diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas partisipasidan kedaulatan rakyat. (Syamsuddin Haris, 2005:9)  
Demokrasi lokal (kabupaten/kota) akan mendorong masyarakat di 
sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara nasional terlibat 
dalam kehidupan politik. Dengan Pilkada Langsung maka kesetaraan 
politik di antara berbagai komponen masyarakat akan terwujud. (Robert 
Dahl, dalam Joko J.Prihatmoko, 2005:137) 
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 
Pemerintah (PP)  No.6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kapala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, merupakan landasan yuridis pelaksanaan Pilkada Langsung. 
Selanjutnya UU No.32/2004 direvisi dengan Perpu No. 3/2005, sedangkan 
babarapa pasal PP No 6/2005 diubah dengan PP No.17/2005. 
Pilkada Langsung merupakan implementasi demokrasi partisipatoris, 
maka nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan pelaksanaan 
proses kegiatan. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui azas-azas Pilkada 
Langsung yang umumnya terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur dan adil. 
Rumusan mengenai  asas-asas Pilkada Langsung tertuang dalam 
pasal 56 ayat (1) UU No. 32 / 2004, dan ditegaskan kembali pada pasal 4 
ayat (3) PP No. 6 / 2005, yang berbunyi : 
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasang 
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil” 
 
1.3.1 Penyelenggara Pilkada Langsung 
 
Penyelenggara menentukan kualitas pelaksanaan Pilkada Langsung, 
umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen dan mandiri. 
Dengan demikian objektivitas dalam arti transparansi dan keadilan bagi 
pemilih dan peserta Pilkada akan dapat optimal. 
PP No. 6 / 2005 membagi kewenangan penyelenggaraan Pilkada 
Langsung kepada tiga institusi, yakni DPRD, KPUD, dan Pemerintah 
Daerah. Hal ini dinyatakan dalam PP No. 6 / 2005 ; 
Pasal 2 Ayat (1), berbunyi : 
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 “Masa persiapan meliputi : a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala 
Daerah mengenai akhir masa jabatannya……d. Pembentukan Panitia 
Pengawas, PPK, PPS dan KPPS……” 
 
Pasal 4 Ayat (1), berbunyi :  
“Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD” 
pasal 134 Ayat (1), berbunyi : 
“Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD” 
1. DPRD merupakan pemegang otoritas publik 
DPRD merupakan representasi rakyat yang memiliki kedaulatan 
dan memberikan mandat penyelenggaraan Pilkada langsung, dengan 
pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah 
dan memberitahukan kepada KPUD untuk membentuk Panitia 
Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.  
2. KPUD sebagai pelaksana teknis. 
KPUD secara teknis bertugas melaksanakan tahapan-tahapan 
kegiatan, dari tahap pendaftaran pemilih sampai penetapan calon 
terpilih. KPUD juga membuat regulasi (aturan), mengambil 
keputusan, dan membuat kebijakan dalam pelaksanaan Pilkada 
Langsung. 
3. Pemerintah Daerah / Kota menjalankan fungsi fasilitasi 
Pemerintah daerah berkewajiban menberikan fasilitasi proses 
Pilkada termasuk kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan. 
Hubungan antar penyelenggara Pilkada seperti yang terlihat dalam 
bagan dibawah ini. 
 
Bagan 1.1. 
Hubungan antara DPRD, KPUD dan Pemerintah Daerah/Kota 
dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Joko J.Prihatmoko (2005:221) 
 
1.3.2. Lembaga Pengawas 
Lembaga pengawas dikenal dengan Panitia pengawas (Panwas) 
Pilkada. Unsur-unsur Panwas Pilkada mencakup Kejaksaan, Kepolisian, 
Pers, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat. Keberadaan pemantau 
sangat diperlukan agar pelaksanaan Pilkada Langsung sesuai dengan 
ketentuan perundangan, sehingga berlangsung secara demokratis. 
DPRD, 
pemegang 
otoritas politik 
KPUD, 
pelaksana 
tahapan 
kegiatan 
PEMDA/PEM
KOT, fasilitasi 
tahapan 
kegiatan 
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Sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (4) UU No. 32/2004 tugas dan 
wewenang Panwas terdiri dari: 
1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. 
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepal daerah. 
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada 
instansi yang berwenang. 
5. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua 
tingkatan. 
Sedangkan kewajiban Panwas adalah : 
1. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara. 
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif. 
3. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada 
pihak yang berwenang. 
4. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada 
akhir masa tugas. 
1.3.3. Elemen Teknis Pilkada Langsung 
Ada enam tahapan kegiatan yang merupakan inti dati kegiatan 
Pilkada Langsung. Keenam tahapan kegiatan tersebut adalah: 
1. Pendaftaran pemilih. 
Salah satu indikator Pilkada Langsung yang berkualitas adalah 
Pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negara. Akses yang 
terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal dan 
seluruh warga memiliki hak pilih. 
Penetapan sebagai pemilih diatur dalam pasal 15 PP No.6 /2005 
yang berbunyi : 
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‘Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara 
pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah 
kawin mempunyai hak memilih”. 
 
Hak pilih seorang warga negara akan dicabut apa bila tidak 
memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 16, ayat 3 PP 
No.6/2005, yaitu :  
a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. 
b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) 
bulan sebelum disyahkan daftar pemilih sementara yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 
2. Pendaftara calon 
Kualitas kompetisi dalam Pilkada sesungguhnya dapat dilihat 
dari sistem pencalonan atau pendaftaran calon yang digunakan. 
Pencalonan juga merupakan satu dimensi hak pilih aktif, yakni hak 
warga untuk dipilih 
Sistem pencalonan dalam Pilkada Langsung dirumuskan pada 
pasal 59 ayat (1) UU No.32/2004, yang berbunyi : 
“Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 
pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik” 
 
Sistem pencalonan dalam Pilkada langsung digambarkan dalam 
tabel berikut ini : 
Bagan 1.2. 
Sistem Pencalonan dalam Pilkada di Indonesia 
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Sumber : Joko J.Prihatmoko (2005:242) 
 
Sedangkan persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah 
dalam Pilkada Langsung berdasarkan UU No.32/2005 adalah sebagai 
berikut : 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar negara, UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 agustus 
1945, dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia serta 
Pemerintah. 
c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas 
dan/atau sederajat. 
d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 
e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
secara menyeluruh dari tim dokter. 
f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. 
g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 
i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk 
diumumkan. 
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j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 
dan/atau secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang 
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 
k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang 
belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran 
pajak. 
n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara 
lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, 
suami atau istri. 
o. Belum pernah menjabat kepala daerah atau wakil kepala daerah 
selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
p. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daaerah. 
3. Kampanye 
Paradigma kampanye telah mengalami pergeseran, paradigma 
lama bahwa kampanye merupakan bagian dari kegiatan pemilihan 
untuk meyakinkan pemilih telah pudar dan diganti dengan paradigma 
baru bahwa kampanye merupakan komunikansi politik dan pendidikan 
politik. 
Bagan 1.3. 
Kampanye Paradigma Lama 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1.4. 
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Calon Rakyat 
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Kampanye Paradigma Baru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Joko J.Prihatmoko (2005:257) 
 
Paradigma yang digunakan dalam kampanye dilakukan untuk 
meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program 
pasangan calon. Ketentuan mengenai kebebasan rakyat mengikuti 
kampanye diatur dalam pasal 75 ayat (8) UU No.32/2004 yang 
selengkapnya berbunyi : 
“Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri 
kampanye”. 
 
Adapun bentuk kampanye dialogis yang tercantum dalam pasal 
56 PP No.6/2005, dapat dilaksanakan melalui: 
a. Pertemuan terbatas. 
b. Tatap muka dan dialog. 
c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik. 
d. Penyiaran melalui radio dan/atau telavisi. 
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. 
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum. 
g. Rapat umum. 
h. Debat publik/debat terbuka antar calon, dan atau 
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan. 
Dengan kampanye tersebut, visi, misi, dan program kerja calon 
kepala daerah dan wakil calon kepala daerah tidak hanya disampaikan 
kepada khalayak melainkan dapat diuji dan dikritisi. Pegujian dan 
pengkritisan inilah yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan 
pendidikan politik. 
4. Pemungutan suara 
 
 
 
 
1. Meyakinkan pemilih 
2. komunikasi politik 
3. Pendidikan politik 
Calon Rakyat 
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Pemungutan suara adalah proses pencurahan pikiran dan 
pertimbangan warga untuk memilih calon berdasarkan informasi dan 
data yang diperoleh pada masa kampanye. 
Karena seleksi politis dilakukan oleh rakyat sebagai pemilih 
maka dalam pemungutan suara berlaku hukum penegakan universal 
suffrage (hak pilih universal) dan prinsip one person, one vote, one 
value.(Joko J.Prihatmoko, 2005 :268) 
Penegakkan hak pilih universal berimplikasi pada tuntutan 
kemudahan akses penggunaan suara, tujuannya agar sebanyak 
mungkin pemilih menggunakan suaranya. Akses tersebut tidak 
dibedakan antara rakyat dan pejabat, antara yang cacat dan tidak cacat, 
dan sebagainya. 
“Pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan 
fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu 
oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih” (Pasal 76 
Ayat (1) PP No.6/2005). 
Sedangkan penegakan prinsip one person, one vote, one value  
juga mengandung pengertian tidak ada diskriminasi terhadap status 
pemilih berimplikasi pada kontrol atau pengamanan yang sistematis 
dan kuat. 
5. Penghitungan suara 
Kegiatan penghitungan suara membutuhkan ketelitian, ketepatan, 
kecepatan, pelaksana penyelenggara penghitungan suara adalah dan 
kehati-hatian agar hasil suara valid (benar) dan reliable (dapat 
dipercaya). 
Suatu hasil penghitungan suara akan memiliki validitas tinggi 
apabila dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan lengkap. Hasil 
penghitungan akan memiliki realibilitas tinggi jika penghitungan 
dilaksanakan oleh orang yang tepat serta dapat diakses masyarakat dan 
saksi pasangan calon. 
Dengan hasil yang valid dan reliabel akan mendongkrak 
legitimasi pelaksanaan Pilkada, anggota KPPS, PPS dan PPK, serta 
KPUD yang mengerjakan tugas sesuai kode etik dan asas-asas Pilkada 
(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Dalam hal ini figur-
figur yang menjadi anggota KPPS, PPS dan PPK disebutkan syarat 
independen, bukan pengurus partai politik, dan tokoh masyarakat. 
Tujuannya agar hasil penghitungan dapat dipercaya. 
Ketentuan tentang penghitungan ulang diatur dalam Pasal 103 
UU No.32/2004, yaitu apabila terjadi penyimpangan baik di TPS, PPS, 
PPK, maupun KPUD seperti berikut : 
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. 
b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan. 
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c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga 
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara 
secara jelas. 
d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan 
waktu yang telah ditentukan, dan /atau 
e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suarayang sah 
dan surat suara yang tidak sah. 
6. Penetapan calon terpilih 
Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
terpilih dalam Pilkada dijelaskan dalam Pasal 107 Ayat (1) UU 
No.32/2004 :  
“Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara 
ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih”. 
 
Apabila kemudian tidak ada pasangan calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah yang memperoleh 50% lebih maka dilakukan 
penurunan batas perolehan suara untuk menetapkan calon terpilih dari 
lebih dari 50 persen (>50%) menjadi lebih dari 25 persen (>25%) dari 
total pemilih. Pada pasal 107 Ayat (2) dikatakan: 
“Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 
suara sah, pasangan calon yang peroleh suaranya terbesar dinyatakan 
sebagai pasangan calon terpilih”. 
 
Kemudian bila terdapat lebih dari satu pasangan calon yang 
memperoleh suara yang sama, penetapan kepala daerah dan wakil 
kapala daerah terpilih berdasarkan keluasan wilayah perolehan suara. 
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 107 Ayat (3) UU No.32/2004 
yang berbunyi: 
“Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan 
calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon 
terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih 
luas” 
 
Ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada putaran kedua tertuang 
dalam Pasal 107 Ayat (4) UU No.32/2004 yang menyebutkan: 
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“apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak 
terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) 
dari jumlah suara sah, dilakukan pemiliham putaran ke dua yang 
diikuti oleh pemenang pertama dan kedua.” 
 
Secara keseluruhan model sistem pemilihan kepala daerah 
langsung digambarkan seperti bagan berikut :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 1.5. 
Model Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Joko J.Prihatmoko (2005:309) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan landasan teori di atas, maka kerangka berpikir dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. Perempuan dalam masyarakat terikat 
dengan norma, budaya dan nilai-nilai yang menjadi pegangan mereka dalam 
berperilaku dalam hidup bermasyarakat termasuk dalam berperilaku politik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Umpan balik 
Partai 
Gabungan 
Partai 
Calon 
kepala 
Daerah
/wakil 
kepala 
daerah 
 
1.Pendaftaran 
2.Pencalonan 
3.Kampanye 
4.Pemungutan 
    suara 
5.Peng
hitungan suara 
6.Penet
Kepala 
daerah/wa
kil kepala 
daerah 
terpilih 
Pemerintah 
Daerah 
KPUD 
Panwas 
DPRD 
pemantau Masyarakat 
 xxxv 
Dalam hubungannya dengan Pilkada langsung, pengalaman dan informasi 
yang didapat perempuan tentang Pilkada menjadi faktor determinan dalam 
menilai, berpersepsi dan bersikap tentang Pilkada langsung. Dari proses 
kognitif ini selanjutnya akan menghasilkan aksi atau tindakan dalam proses 
pelaksanaan Pilkada yang merupakan hasil dari merespon. Selanjutnya 
pengalaman dalam berpartisipasi dalam Pilkada langsung ini akan 
mempengaruhi image, persepsi, pendapat dan sikap perempuan terhadap 
pelaksanaan Pilkada langsung selanjutnya. 
 
Gambar 1.6. 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Definisi Konseptual 
Respon adalah persepsi, sikap, dan reaksi individu atau masyarakat 
terhadap sesuatu stimulus. Jadi, “Respon Perempuan terhadap Pemilihan 
Kepala Daerah Langsung di Kota Surakarta” adalah persepsi, sikap dan 
partisipasi perempuan Surakarta terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota 
dan Wakil Walikota, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
daerah untuk memilih kepala daerah secara langsung. Respon perempuan 
terhadap Pilkada Langsung ditentukan oleh nilai-nilai yang dimiliki, cara 
pandang, latar belakang pengalaman, motivasi, dan hal-hal terhadap suatu 
stimulus yaitu adalah fenomena Pilkada Langsung itu sendiri. 
F. Definisi Operasional 
Respon perempuan terhadap Pilkada langsung dapat dilihat dari : 
a. Persepsi (pendapat, pernyataan), dan sikap perempuan terhadap  
Pilkada langsung di Kota Surakarta 2005. 
b. Perilaku politik mereka dalam Pilkada langsung : 
1. Partisipasi dalam mengikuti sosialisasi Pilkada. 
2. Partisipasi dalam kampanye.  
3. Partisipasi dalam pemungutan suara. 
4. Partisipasi dalam mengawasi proses pelaksanaan Pilkada 
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul dan fokus analisa dalam penelitian ini, maka 
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  
Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran mengenai respon 
perempuan di Surakarta terhadap pelaksanaan pemilihan langsung 
Walikota dan Wakil Walikota dengan menggunakan data kualitatif. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini dipilih di Kecamatan Banjarsari, dasar 
pemilihan Kecamatan Banjarsari sebagai lokasi penelitian adalah 
kecamatan dengan jumlah pemilih perempuan yang paling besar dalam 
Pilkada Surakarta 2005. Dari Kecamatan ini ditentukan tiga kelurahan 
sebagai lokasi penambilan sampel penelitian. 
3. Tehnik Pengambilan Sampel 
Tehnik sampling di dalam penelitian kualitatif ini tidak dimaksudkan 
mengusahakan generalisasi pada populasi, tetapi lebih untuk mewakili 
informasinya guna memperoleh kedalaman studi di dalam suatu konteks 
tertentu. (H.B. Sutopo, 2002:68) 
Tehnik pengambilan sampel responden untuk survai dalam 
penelitian ini menggunakan purposive propotional random sampling.2  
Artinya responden dipilih secara acak dari kelompok yang dianggap 
memenuhi kriteria menjadi responden, dan jumlah responden sebelumnya 
telah ditentukan sebelumnya yaitu tigapuluh perempuan. 
Responden diputuskan sejumlah tigapuluh orang, diambil dari tiga 
Kelurahan di Banjarsari (Kestalan, Stabelan, Punggawan) yang dipilih 
secara acak. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang 
telah memiliki hak pilih dalam Pilkada Surakarta 2005. 
Sedangkan tehnik pengambilan sampel untuk informan wawancara 
dilakukan dengan metode purposive, yakni pemilihan informan diarahkan 
pada nara sumber yang dipandang memiliki data yang penting yang 
berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. (H.B. Sutopo, 
2002:36) 
4. Jenis Data 
Penggalian Informasi dan data disesuaikan dengan tujuan yang ingin 
didapatkan dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua 
jenis yaitu : 
a. Data Sekunder 
Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka serta data-data 
yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada seperti artikel, 
kliping Koran, data dari Biro Pusat Stastistik (BPS) Kota Surakarta, 
                                                 
2 Tehnik serupa juga digunakan oleh Indriyati Suparno,dkk dalam penelitiannya tentang partisipasi  
politik perempuan tahun 2005 
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data dari KPUD Kota Surakarta, serta data sekunder lainnya yang 
relevan. 
b. Data Primer 
Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan 
metode survai terhadap responden, wawancara mendalam (depth 
interview) dengan informan, serta pengamatan langsung. Penggalian 
informasi melalui survai ini dilakukan dengan cara wawancara dengan 
responden menggunakan kuesioner. 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 
untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 
pribadinya, atau hal-hal yang dia ketahui.  
5. Tehnik Pengumpulan Data 
Triangulasi metode dalam penelitian ini dicapai dengan 
menggunakan metode untuk menggali dan mengumpulkan data sejenis 
dari informasi yang sama. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penalitian ini adalah : 
a. Wawancara 
Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai secara mendalam 
para responden dan para informan yang dipilih, dengan menggunakan 
pedoman wawancara. Untuk memperoleh data secara akurat dan lengkap 
maka dugunakan alat bantu hand recorder.  
Informan untuk wawancara mendalam ini tidak hanya perempuan 
namun juga laki-laki yang mempunyai posisi strategis, baik dalam 
institusi publik di Kelurahan, Kecamatan, KPUD, PPK (Panitia 
Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS 
(Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara). 
b.Observasi 
Observasi atau pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti 
dengan menggunakan teknik pembuatan catatan lapangan berupa hal-hal 
penting yang berkaitan dengan proses maupun materi penelitian yang 
tidak muncul secara verbal dalam wawancara. 
c. Dokumentasi 
Dalam dokumentasi data, objek yang di perhatikan (diteliti) dalam 
memperoleh informasi, diperhatikan tiga macam sumber data, yaitu 
tulisan (paper), tempat (place) dan kertas atau orang (people). 
6. Tehnik Analisa Data 
Analisa data yang dipakai adalah kasus tunggal dengan 
mengganakan model analisia interaktif yang membutuhkan tiga 
komponen, yaitu : 
a. Reduksi Data. 
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Reduksi data dalam analisis merupakan proses seleksi, 
pemfokusan, penyerderhanaan, dan abstraksi data. Reduksi data adalah 
bagian dari proses analisa yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang  hal-hal yang tidak penting, dan mengatur 
data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. 
(H.B. Sutopo, 2002:91) 
b. Penyajian data. 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, 
deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan 
penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang 
disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah 
dipahami. 
c. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan rangkaian pengelolaan data 
yang berupa gejala dan kasus yang di dapat di lapangan, kesimpulan 
akhir yang tertulis merupakan rangkaian keadaan dari yang belum 
jelas kemudian meningkat sampai pada pernyataan yang telah 
memiliki landasan yang kuat dari proses analisis terhadap fenomena 
yang ada.(H.B.Sutopo, 2002:93) 
Gambar 1.7. 
Skema Model Analisis interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 Sumber : H.B.Sutopo (2002:96) 
 
 
7. Validitas Data 
Validitas merupakan jaminan kemantapan kesimpulan dan tafsir 
makna sebagai hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan Validitas data 
penelitian yang berupa teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Teknik triangulasi sumber atau data ini mengarahkan peneliti agar dalam 
mengumpulkan data menggunakan sumber yang beragam untuk data yang 
sama atau sejenis, sehingga data yang diperoleh dari sumber bisa teruji 
kebenarannya, dengan sumber yang berbeda.(H.B.Sutopo, 2002:79) 
Pengumpulan data 
Reduksi Data 
Penarikan kesimpulan 
Sajian data 
 xxxix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
 
DISKRIPSI LOKASI 
 
 
 
A. Sejarah Kota Surakarta 
Kota Surakarta atau yang lebih dikenal sebagai Kota Solo telah 
memasuki usia ke 261 pada bulan Februari 2006 tahun ini. Dalam beberapa 
literatur sejarah, kelahiran Kota Surakarta diawali dengan berpindahnya ibu 
kota Mataram Kartosuro kesebuah desa yang bernama Sala yang dilakukan 
oleh Pakubuwana II (PB) sebagai penguasa saat itu.  
Perpindahan ini disebabkan terjadinya “geger pecinan” yaitu 
pemberontakan etnis Cina yang bermula dari Batavia (Jakarta). Pada saat 
pemberontak Cina hampir mencapai Kartosuro, Mas Gerendi, cucu Susuhunan 
Amangkurat III memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan PB II. 
Pada akhirnya PB II dan putranya meminta bantuan Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) dan pemberontakan tersebut dapat 
dipadamkan. Berakibat dengan dibuangnya Mas Gerendi ke Sri langka. 
Sabagai imbal balik atas jasa VOC tersebut PB II menyerahkan 
seluruh pesisir Jawa yaitu Madura dan Blambangan, Surabaya, Rembang dan 
Jepara. Inilah yang menjadi awal masuknya VOC ke dalam wilayah kekuasaan 
kerajaan Mataram. 
Akibat dari pemberontakan tersebut, Keraton Kartasura mengalami 
kerusakan berat sehingga PB II memerintahkan untuk mencari daerah yang 
bisa dijadikan pusat pemerintaha baru. Pada akhirnya dipilih dusun Sala 
sebagai Ibu Kota Mataram yang baru. 
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Pada tahun 1746 kembali muncul perang saudara di dalam kerajaan 
Mataran, yaitu antara PB II dengan Pangeran Ario Mangkubumi saudara tiri 
PB II. Perang saudara ini dilatar belakangi oleh penghianatan PB II terhadap 
Pangeran Arya Mangkubumi yang akan memberi hadiah wilayah Sukowati, 
apabila berhasil memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh kalangan 
internal kerajaan sendiri yaitu Mas Said. 
Pemberontakan ini berakhir dengan hengkangnya Pangeran Aryo 
Mangkubuni beserta pengikutnya dibantu dengan Raden Mas Saiddan 
Pangeran Samber Nyowo dari Kerato Kartasura menuju Sukowati. 
Konflik antara Pangeran Aryo Mangkubumi dengan Kerajaan 
Kartasura diakhiri dengan perjanjian Gianti, yang membelah kerajaan 
Mataram menjadi dua yakni bagian barat untuk PB III dan bagian timur untuk 
Pangeran Mangkubumi sekaligus dinobatkan menjadi Hamenkubuwono I. 
Pada perkembangan berikutnya terjadi lagi perpecahan di kerato 
Surakarta oleh VOC dengan perjanjian Salatiga yang membagi Keraton 
Surakarta menjadi dua yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran.3 
Dibawah kekuasaan kolonial Belanda dua wilayah perpecahan 
Keraton Kartasura berkembang dengan seimbang. Setelah proklamasi 
kemerdekaan Indonesia, kedua wilayah tersebut berubah status menjadi 
Daerah istimewa. 
Pemerintah Pusat Republik Indonesia kemudian mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah pada tanggal 15 Juli 1946 yang menyatakan status 
kedua kerajan tersebut telah berakhir dan menjadi suatu Karisidenan, 
dijelaskan juga bahwa dalam Karisidenan Surakarta dibentuk daerah baru 
dengan nama Kota Surakarta yang dikepalai seorang Walikota. 
Kota Surakarta telah mengalami tujuh kali perubahan nama. 
(Surakarta dalam Angka, BPS Kota Surakarta 2002)  
1. Dimulai pada tanggal 16 Juni 1946 (hari jadi) sampai dengan 
berlakunya UU no.16 tahun 1947 tanggal 5 Juni 1947, Kota Surakarta 
bernama Pemerintahan Daerah Kota Surakarta. 
2. Berlakunya UU no.16 tahun 1947 sampai dengan berlakunya UU 
No.22 tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948, bernama Pemerintahan Daerah 
Haminte Kota Surakarta. 
3. Berlakunya UU No.22 tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan 
berlakunya UU No.1 tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957, bernama  
Pemerintaha Kota Besar Surakarta 
                                                 
3 Selengkapnya tentang Sejarah Kota Surakarta baca Radjiman, 1997 dan Indriarti Suparno dkk, 
2004, hal 41. 
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4. Berlakunya UU No.1 tahun 1957 sampai dengan berlakunya UU 
No.18 tahun 1965 tanggal 1 September 1965, bernama Pemerintahan 
Daerah Kotapraja Surakarta 
5. Berlakunya UU No.18 tahun 1965 tanggal 1 September 1965 sampai 
dengan berlakunya UU No.5 tahun 1974, bernama Pemerintahan 
Kotamadya Surakarta 
6. Berlakunya UU no.5 tahun 1974 sampai dengan berlaunya UU No.22 
tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999, bernama Pemerintah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surakarta 
7. Berlakunya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
sampai sekarang, bernama Pemerintah Kota Surakarta 
B. Letak dan Demografi Penduduk Kota Surakarta 
Kota Surakarta merupakan daerah yang berada di tengah-tengah 
pulau Jawa dengan perbatasan sebagai berikut ;  
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo 
dan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan berbatasan  dengan  Kabupaten 
Wonogiri, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sukoharjo. 
Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 44,04 kilometer persegi yang 
dibagi dalam lima kecamatan, (Laweyan, Serengan, Pasar kliwon, Jebres, dan 
Banjarsari) dan 51 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 554.630 jiwa. 
Kecamatan Banjarsari merupakan satu bagian dari kelima wilayah kecamatan 
yang ada di Kota Surakarta yang merupakan bekas wilayah Kraton 
Mangkunegaran. Batas kecamatan Banjarsari dengan wilayah kecamatan lain 
di Surakarta yaitu di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Jebres, 
dibagian barat berbatasan dengan Kecamatan Colomadu, bagian selatan 
dengan Kecamatan Laweyan, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten 
Karanganyar. 
 Dari lima kecamatan, jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah 
Banjarsari dengan jumlah penduduk sebesar 162.708 jiwa. Tabel di bawah ini 
akan memperlihatkan jumlah penduduk dan persebarannya di setiap 
kecamatan di  Kota Surakarta : 
 
 
Tabel 2.1. 
Tabel Jumlah Penduduk Surakarta 
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Jumlah Penduduk Kecamatan 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah Total 
Penduduk 
1.Laweyan 53.150 54.472 107.622 
2.Serengan 30.390 31.555 61.945 
3.Pasar Kliwon 41.957 43.636 85.593 
4.Jebres 66.471 70.291 136.762 
5.Banjarsari 80.347 82.361 162.708 
Jumlah 272.315 283.315 554.630 
Sumber : Surakarta Dalam Angka 2002, BPS Kota Surakarta. 
 
Dilihat berdasarkan etnisnya, penduduk  Surakarta terdiri dari tiga 
etnis besar yaitu etnis Jawa, Cina, dan Arab. Sedangkan dilihat dari komposisi 
agama, mayoritas penduduk Surakarta beragama Islam. Disamping agama 
Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Surakarta, agama lain 
yang dipeluk penduduk Surakarta adalah agama Kristen Katolik, Kristen 
Protestan, Budha dan Hindu.  
Meskipun demikian, sebagai wilayah yang terletak di daerah 
pedalaman (bukan pesisir), dengan hadirnya dua Kraton di Kota Surakarta 
yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran berdampak pada terjadinya alkuturasi 
antara budaya Jawa dengan ajaran agama Islam. Berdasarkan hal ini kondisi 
religius masyarakat awam Surakarta sangat di pengaruhi oleh kehidupan 
beragama dan sistem kepercayaan yang dianut oleh raja beserta komunitas 
kraton. Bersifat sinkretik atau biasa disebut dengan istilah agama Jawi atau 
Kejawen. 
Melihat berbagai perkembangan yang terjadi di wilayah Surakarta, 
kota ini memiliki satu dinamika politik masyarakat yang menarik. Berbagai 
peristiwa bernuansa politis sering muncul ke permukaan yang semakin 
memperkuat mitos Kota Surakarta sebagai sumbu pendek yang menjadi 
barometer politik nasional. 
C. Kecamatan Banjarsari 
Kecamatan Banjarsari merupakan salah satu kecamatan diantara lima 
kecamatan yang ada di Kota Surakarta. Dalam wilayah geografi Kota 
Surakarta, kecamatan Banjarsari terletak di sebelah utara. Berbatasana 
langsung dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di bagian 
utara dan sebelah barat juga berbatasan dengan Kabupaten karanganyar. Luas 
wilayah Kecamatan Banjarsari adalah yang paling luas di antara luas wilayah 
kecamatan lainnya di Kota Surakarta yakni 1.481ha atau 33,63% dari luas 
keseluruhan wilayah Kota Surakarta. 
Kecamatan Banjarsari adalah kecamatan dengan jumlah penduduk 
terbanyak dibanding dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kota Surakarta. 
Lebih dari 64 % wilayahnya adalah pemukiman penduduk sedangkan usaha 
perekonomian non pertaniannya seluas 14,57%. Sebagian besar penduduknya 
hidup dari industri dan perdagangan yang memang menjadi ciri khas 
kehidupan perekonomian masyarakat Kota Surakarta. 
Dalam Pilkada langsung Kota Surakarta 2005 ini Kecamatan 
Banjarsari merupakan kantong suara yang potensial dengan total hak suara 
sebesar 31% lebih. Terlebih letak wilayah Kecamatan Banjarsari yang 
cenderung berada di tengah Kota Surakarta menyebabkan akses informasi 
sangat luas, sehingga segala informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. 
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Berikut adalah jumlah pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 
Kecamatan Banjarsari: 
 
 
 
 
Tabel 2.2. 
Tabel Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS di Kecamatan Banjarsari 
No Kelurahan Jumlah Pemilih Jumlah TPS 
1 Nusukan 22.764 84 
2 Mangkubumen 7.723 29 
3 Punggawan 3.174 12 
4 Timuran 2.284 9 
5 Kadipiro  31.680 120 
6 Gilingan 13.675 52 
7 Ketelan  2.800 10 
8 Keprabon  2.480 9 
9 Sumber  11.566 45 
10 Manahan  7.911 29 
11 Banyuanyar  7.471 30 
12 Kestalan  2.007 8 
13 Setabelan  2.989 12 
 Jumlah 118.983 449 
Sumber : KPUD Kota Surakarta, 2005 
 
Jika dilihat dari tabel diatas, perbandingan jumlah Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) dengan pemilih cukup memadahi, karena rata-rata 
setiap TPS  di setiap kelurahan hanya melayani kurang lebih 265 pemilih. 
 
D. Profil Pemilih dalam Pilkada Kota Surakarta 2005 
Seperti dalan Pemilihan Umum 2004 lalu, jumlah pemilih 
perempuan lebih besar dari jumlah pemilih laki-laki  di setiap kecamatan. Dari 
total keseluruhan jumlah hak suara, hak pilih dari pemilih perempuan sebesar  
(50% persen lebih). Dari tabel dibawah ini pun terlihat bahwa wilayah 
Kecamatan Banjarsari sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbesar juga 
merupakan tempat pemilih perempuan yang terbesar. Lebih lengkapnya dapat 
dilihat dalam tabel berikut :  
 
 
 
 
 
Tabel 2.3. 
Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih dan Jumlah TPS 
 Pilkada Kota Surakarta 2005 
Jumlah Pemilih Kecamatan 
Laki-laki Perempuan 
Jumlah Jumlah 
TPS 
1.Lawean 33.325 35.393 68.718 237 
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2.Banjarsari 57.148 61.476 118.983 449 
3.Serengan 18.597 19.248 37.845 133 
4.Pasar Kliwon 28.253 29.337 57.590 219 
5.Jebres 45.662 48.058 93.720 349 
Jumlah 182.985 193.512 376.851 1.385 
Sumber : KPUD Kota Surakarta, Tahun 2005 
Meski Pilkada langsung dimaksudkan untuk mengembalikan hak 
memilih kepala daerah kepada rakyat, akan tetapi tidak dapat dipungkiri 
Pilkada langsung tidak serta merta membuat Partai politik “ompong” dalam 
pengaruh hasil Pilkada. Dilihat dari pencalonan saja dapat dikatakan pengaruh 
partai politik sangat kuat, dengan dijadikannya partai politik sebagai satu-
satunya “loket” yang menjual “tiket” bagi para calon kandidat untuk masuk 
dalam bursa pencalonan. 
Keempat pasangan calon walikota yang maju dalam Pilkada Kota 
Surakarta adalah ; pasangan Joko Widodo-Hadi Rudyatmo yang merupakan 
calon dari PDI-P, Achmad Purnomo-Istar Yuliadi calon dari partai PAN,  
Hardono-Dipokusumo yang didukung oleh Partai Demokrat dan Partai 
Golkar, dan mantan walikota Slamet Suryanto yang sebelumnya sempat 
terkena kasus dana APBD akhirnya berhasil dicalonkan berpasangan dengan 
Henky Narto Sabdo berkat dukungan dari koalisi 14 partai kecil di DPRD 
setelah gagal lolos sebagai calon dari PDI-P. Untuk lebih lengkapnya dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini : 
 
 
 
 
Tabel 2.4. 
Daftar Pasangan Calon Walikota dan Partai Pendukung 
dalam Pilkada Kota Surakarta 2005 
No Pasangan Calon Partai Pendukung Kursi di 
DPRD 
1. Joko Widodo 
FX.Hadi Rudyatmo 
PDI Perjuangan 15 kursi 
(37,5%) 
2. Slamet Suryanto 
Henky Nartosabdo 
PNI Marhaenis, Partai Buruh Sosial 
Demokrat, Partai Merdeka, Partai 
Persatuan Demokrasi Kebagsaan, Partai 
Perhimpunan Indonesia Baru, Partai 
Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai 
Penegak Demokrasi Indonesia, Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia, 
Partai Karya Peduli Bangsa, Partai 
Kebangkitan Bangsa, Partai Bintang 
Reformasi, Partai Serikat Indonesia, 
Partai Pelopor, Partai Damai Sejahtera.  
4 kursi 
(10%) 
3. Achmad Purnomo 
Istar Yuliadi 
Patrai Amanat Nasional (PAN) 7 kursi 
(17%) 
4. Hardono 
Dipokusumo 
Partai Demokrat dan Partai Golkar. 9 kursi 
(22,5%) 
Sumber : KPUD Kota Surakarta, 2005 
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BAB III 
 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Pilkada Kota Surakarta 2005  
Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam 
mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi di tingkat nasional akan 
bergerak kearah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen dan konfigurasi 
kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk. Ini artinya  
kebangkitan demokrasi politik Indonesia diawali dengan Pilkada langsung. 
(Leo Agustino, 2005:132) 
Pilkada secara langsung dimaksudkan agar keputusan yang 
dihasilkan mencerminkan perilaku politik yang demokratis serta sesuai dengan 
partisipasi riil masyarakat. Dasar hukum UU no.32 Tahun 2004 memberi 
makna tidak ada diskriminasi terhadap hak atau kepentingan politik kaum 
perempuan dalam proses PIlkada. Secara konseptual dan teknis, mekanisme 
Pilkada memberikan peluang yang luas bagi kaum perempuan untuk 
berpartisipasi secara penuh. 
Namun melihat realitas pelaksanaannya, dibeberapa daerah termasuk 
di Kota Surakarta fenomena yang terjadi ternyata masih sama yaitu 
menunjukkan kecenderungan dominasi pria dalam Pilkada. Salah satunya 
yaitu dengan tidak munculnya satu pun Cawali maupun Cawawali dari 
perempuan. Peluang perempuan untuk dimunculkan dalam pemilihan kepala 
daerah Kota Surakarta 2005 sebenarnya cukup terbuka, namun belum ada 
figur perempuan yang tertarik untuk terlibat dalam kepemimpinan  daerah. Hal 
ini disebabkan sistem politik yang belum berpihak pada perempuan. 
Minimnya perempuan dalam kancah Pilkada disebabkan masih kuatnya 
dominasi kaum pria di lembaga yang menentukan pencalonan pimpinan 
daerah. Hal ini seperti yang diungkapkan Ketua KPUD Kota Surakarta. 
“Selama ini, lembaga politik baik pada tingkat nasional maupun 
daerah sebagian besar beranggotakan laki-laki dan menghasilkan keputusan 
yang yang dibentuk oleh kepentingan yang mengabaikan perempuan. Salah 
satunya dalam Pilkada”  
 
Seperti diungkapkan Ketua KPUD, bahwa pria secara luas telah 
mendominasi arena ruang publik politik. Pria sangat dominan dalam 
keanggotaan partai politik dan dalam memformulasikan aturan-aturan 
permainan politik dan pria lah yang sering mendefinisikan standar untuk  
norma, nilai dan ketentuan dalam suatu partai politik sehingga tidak 
mengherankan jika partisipasi perempuan dalam pencalonan kepala daerah 
menjadi rendah.  
Dasar hukum dari pelaksanaan Pilkada langsung telah dikeluarkan 
sejak tahun 2004, namun terlihat persiapan untuk Pilkada langsung di Kota 
Surakarta ini terkesan kurang persiapan. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi 
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Pilkada di Kota Surakarta ini ternyata cukup singkat, bahkan terkesan hanya 
“nebeng” dari sosialisasi pada Pemilu 2004 sebelumnya. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh salah satu informan dari PPS: 
“Untuk sosialisas Pilkada karena berhubung dari KPUD tidak ada 
dana jadi istilahnya kita itu suka mendompleng kalau ada pertemuan-
pertemuan, seperti kemarin dulu saya dipanggil di RT-RT. Jad kami disini 
membuat sendiri materinya ya seperti cara mencoblos dan menutup kembali. 
Yang diundang itu untuk pertemuan RT yang datangkan hanya bapak-bapak 
sedangkan pertemuan RW itu bapak-bapak dan ibu-ibu PKK, jadi kami 
melakukan sosialisasi apabila diundang RT atau RW yang membutuhkan 
sosialisasi”. 
 
Pelaksanaan Pilkada 2005 di Kota Surakarta tidak jauh berbeda 
dengan kondisi di beberapa daerah lainnya yakni dilaksanakan dalam 
keterbatasan waktu. Waktu rekrutmen bakal calon yang terlalu sempit dapat 
berdampak  sulitnya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas yang 
berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Sedangkan dari sisi pemilih 
pendeknya waktu dapat memberikan dampak ketidaksiapan mereka untuk 
menyiapkan dirinya menjadi pemilih yang bertanggung jawab karena tidak 
tersedianya waktu yang cukup bagi mereka merefleksikan visi, misi dan 
program yang disampaikan calon dalam kampanye.      
Pendeknya waktu juga menyulitkan petugas dalam menentukan 
jumlah pemilih riil dan sosialisasi dimasyarakat karena data seluruh masarakat 
tersebut masih harus diolah kembali, bahkan salah seorang petugas PPS 
menganggap sosialisasi Pilkada itu sendiri tidak ada karena dianggap kurang 
serius. seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ketua PPS berikut : 
“Sosialisasi itu tidak ada karena ya hanya sebatas pemberitahuan, 
jadi masyarakat dianggap sudah tahu semua karena sebelumnya juga sudah 
ada Pilpres dan Pilek, karena waktunya itukan singkat sekali sedangkan tugas 
kamikan masih banyak. Tapi kami juga mempersilahkan bagi para calon 
tersebut untuk berkampanye...” 
 
Kesulitan yang sama juga dihadapi oleh petugas PPS di kelurahan 
lainnya : 
“Juklak dan Juknis itu turun hanya sekitar satu sampai dua minggu 
sebelum pensoblosan, jadi kami disini istilahnya hanya menyamakan saja 
dengan pemilihan Presiden kemarin,jadi saya menggunakan itu. Jadi bila ada 
perubahan peraturan itu saya belum tahu. Kalau data pemilih kami 
mendapatkan dari data Pilpres kemarin, lalu kami lakukan lagi coklit, jadi 
datanya itu  masik acak-acak ”. 
 
Seringnya peraturan yang diubah-ubah dikatakan karena lemahnya 
posisi KPUD ketika berhadapan dengan kekuatan politik seperti tim sukses 
calon sehingga menyulitkan para petugas tersebut di lapangan disamping tidak 
memiliki pegangan yang pasti dalam menjalankan tugasnya, masalah ini 
disampaikan oleh ketua PPS di kelurahan lainnya : 
“Kalau saya lihat itu KPUD terlalu takut sama para tim sukses, jadi 
hampir setiap ada rapat itu selalu ada peraturan baru, ya mungkin KPUD 
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tidak mau disalahkan bila nanti ada apa-apa gitu ya dituruti saja, tapikan 
kami yang dilapangan ini bingung peraturannya selalu berubah-ubah...” 
 
Tidak berbeda dengan pemilihan presiden, Pilkada di Surakarta ini 
juga membutuhkan “promosi dan publikasi” atau kampanye dari para kandidat 
yang bersaing dalam Pilkada. Dukung-mendukung oleh beberapa tokoh 
masyarakat dan tokoh agama pun ikut meramaikan kampanye calon walikota.    
bahkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan ketua MPR 
Amien Rais pun ikut “turun tangan” menjadi juru kampanye calon Walikota 
dari partainya.  
Dalam kontrak politik yang dilakukan para pasangan calon walikota 
dengan mahasiswa disebutkan para pasangan calon siap menepati dan 
merealisasikan visi misinya sebagai cawali dan cawawali, mengutamakan 
kepentingan rakyat, memberi perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan, 
mengusahakan lapangan kerja, memberantas korupsi dan  berjanji bersedia 
meletakkan jabatannya apabila gagal dalam memimpin Surakarta ke arah yang 
lebih baik dan melakukan tindakan kurupsi. Meskipun  pemilih perempuan 
sangat potensial karena jumlahnya lebih besar dari jumlah pemilih laki-laki 
akan tetapi, isu seputar perempuan sendiri jarang muncul dan kurang diangkat 
dalam kampanye para calon walikota maupun dalam diskusi-diskusi para 
calon walikota. Dari pengamatan penyusun komitmen para kandidat terhadap 
perempuan Pilkada hanya disampaikan kepada kelompok-kelompok maupun 
ormas perempuan secara terbatas. 
Menjelang akhir pendataan pemilih, ada beberapa warga masyarakat 
yang batal mendapatkan hak pilih, hal ini terjadi karena banyak warga 
masyarakat yang secara de facto tinggal di Surakarta, akan tetapi secara de 
jure tidak mempunyai hak pilih, karena tidak memiliki bukti sebagai 
penduduk Kota Surakarta yaitu KTP. 
Jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari 
pencoblosan semakin besar  setelah keluarnya Surat Edaran dari KPUD yang 
mengharuskan setiap pemilih untuk membawa serta KK pada saat 
pencoblosan meskipun telah membawa kartu pemilih dan surat undangan. 
Dalam hasil rekapitulasi resmi yang dikeluarkan KPUD ada 94.474 suara yang 
tidak digunakan, atau 26% dari jumlah keseluruhan hak suara yang dicatat 
oleh KPUD Kota Surakarta. Angka 26% ini hanya sedikit dibawah pemenang 
Pilkada yang memperoleh 27% suara, dan lebih banyak dari perolehan suara 
ketiga pasangan calon lainnya. 
Hasil perolehan suara dapat dilihat pada tabel rekapitulasi hasil 
penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Surakarta 
yang dilaporkan oleh KPUD Kota Surakarta berikut : 
Tabel 3.1. 
Hasil Penghitungan Suara Pilkada Kota Surakarta 2005 
No Nama Pasangan Calon Jumlah 
Suara 
Persentase 
dari Pemilih 
1 Joko Widodo & Hadi Rudy 99.961 27 % 
2 Slamet Suryanto & Henky Nartosabdo 14.311 4 % 
3 Achmad Purnomo & Istar Yuliadi 79.286 21 % 
4 Hardono & Dipokusumo 79.047 21 % 
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5 Suara tidak sah 2.367 1 % 
6 Suara yang tidak digunakan 94.474 26 % 
 Jumlah 376.758 100 % 
Sumber : KPUD Kota Surakarta, 2005 
 
Sejumlah ormas yang menolak hasil Pilkada bahkan mengklaim jumlah 
suara pemilih yang batal mencoblos akibat surat edaran ini lebih banyak dari 
jumlah suara pemenang yakni lebih dari 104.000 suara. Mereka menyatakan 
bahwa pemilih yang batal menggunakan hak pilihnya ini dikarenakan hambatan 
administratif berkaitan dengan Surat Edaran KPUD tersebut. Surat edaran KPUD 
ini dinilai kurang disosialisasikan, karena diberitahukan hanya dua hari sebelum 
hari pencoblosan tanggal 27 Juni 2005. 
Kondisi ini seperti yang terjadi di Kelurahan Stabelan, seperti yang 
diungkapkan salah seorang ketua PPS berikut ini : 
“Golputnya disini ya hampir 50%, masalahnya ya itu tidak 
membawa KK itu, jadi pemilih itu dia itu merasa dipersulit.....Lalu untuk 
sosialisasi ke warga untuk membawa KK itu mendadak Mbak, jadi saya 
terima itu jam 11 malam lalu saya ngasih tahu umumkan ke warga jam satu 
sampai jam dua malam. H-2 baru dikasih”. 
 
Ungkapan serupa juga diceritakan ketua PPS dari Kelurahan 
Punggawan berikut : 
“Karena itu untuk dari KPUD  karena itukan keputusannya baru 
jam 1 malam, itu jadi itu tanggal 6, jadi pendaftaran itu dibuka kembali 
apabila yang belum terdaftar diberi kesempatan lagi sampai jam 12.00 hari 
minggu, jadi cuma sehari itu. Jadi kerja kita itu kerjanya pendek sekali dan 
serampangan” 
Secara ringkas tahapan penyelenggaraan Pilkada Kota Surakarta 
2005 dapat dilihat seperti berikut : 
Tabel 3.2. 
Tabel Tahapan Pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 2005 
No Program/Kegiatan Jadwal waktu 
1 Sosialisasi Informasi/pendidikan pemilih 
kepada masyarakat 
28/Feb- 24/Juni 2005 
2 Pengumuman daftar pemilih tetap 09/April-11/April 2005 
3 Penyampaian kartu Pemilih 24/April-24/Juni 2005 
4 Penetapan, Penentuan dan Pengumumam 
pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota 
06/Mei-12/Mei 2005 
5 Kampanye 10/Juni-23/Juni 2005 
6 Masa tenang 24/Juni-26/Juni 2005 
7 Pemungutan suara  27 Juni 2005 
8 Penetapan dan pengumuman pasangan calon 
terpilih 
07 Juli 2005 
Sumber : KPUD Kota Surakarta, 2005 
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B. Data Informan dan Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah perempuan yang tinggal di 
Kecamatan Banjarsari yang pada waktu pelaksanaan Pilkada Kota Surakarta 
2005 lalu telah memiliki hak pilih. Adapun jumlah responden adalah 30 orang 
yang dipilih secara acak dari tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Kestalan, 
Kelurahan Setabelan, dan Kelurahan Punggawan. 
Dalam menguraikan rasionalitas pemilih dalam pemilu 
mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempenguruhi perilaku 
pemilih dalam pemilu. Diantaranya faktor kondisi awal pemilih yang meliputi  
sosial budaya pemilih, nilai tradisional pemilih dan level pendidikan dan level 
ekonomi pemilih. (Firmanzah, 2005:13) 
 
Tingkat pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan 
kesadaran politik. Makin tinggi pendidikan masyarakat menjadi makin tinggi 
kesadaran politiknya. (Sudijono Sastroatmodjo, 1996:27) 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh SPEK-HAM Surakarta tahun 
2005 menyebutkan bahwa tingkat pendidikan seseorang berkorelasi dengan  
tingkat perhatian (attention) seseorang terhadap masalah-masalah politik 
dalam masyarakatnya. Disamping faktor pendidikan, kondisi sosial-ekonomi 
secara signifikan juga mempunyai pengaruh terhadap perhatian perempuan 
pada masalah-masalah sosial. Keleluasaan perempuan untuk aktif diluar 
rumah tangga tentunya dipengaruhi oleh tingkat kesibukan mereka dalam 
pekerjaan domestik di dalam rumah yang sudah identik dengan tanggung 
jawab perempuan (ibu rumah tangga). Kemandirian perempuan dalam hal  
finansial dapat memberikan semacam “legitimasi” bagi perempuan untuk ikut 
aktif dalam wilayah publik. 
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Kemandirian ekonomi perempuan akan memunculkan perempuan-
perempuan yang cukup aktif dalam wilayah publik, kemandirian ini 
berkorelasi erat dengan aktifitas perempuan diluar rumah. Ketergantungan 
ekonomi perempuan dalam rumah tangga terhadap suaminya akan membatasi 
perempuan dalam aktivitas diluar rumah karena beban-beban pekerjaan 
domestik dan mengurus anak. (Indriyati Suparno dkk, 2005:76)  
Pekerjaan perempuan responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 
tabel di bawah berikut : 
 
 
Tabel 3.3. 
Pekerjaan Responden 
Pekerjaan Jumlah 
Ibu rumah tangga 33% 
Pedagang 20% 
PNS / Guru / Karyawan Swasta 24% 
Buruh 23% 
Jumlah 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
Kemandirian ekonomi responden dalam penelitian ini dapat dilihat 
dari pekerjaan mereka yang terlihat dalam tabel diatas. Dari tabel diatas 
terlihat jumlah perempuan sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga cukup 
banyak. Diharapkan dengan kemandirian ini perempuan lebih mandiri dalam 
pengambilan keputusan, baik dalam lingkup domestik maupun publik. 
Kecenderungan yang terjadi meskipun memiliki kemampuan mencari nafkah, 
akan tetapi justru pekerjaan mereka lebih menyita waktu mereka dari pada 
harus kegiatan diluar kesibukan mereka dalam pekerjaan maupun rumah 
tangga. 
Sebagai akibat dari kesibukan perempuan dalam mencari nafkah dan 
pekerjaan rumah tangga  membuat terbatasnya aktivitas perempuan diluar 
rumah tangga. Aktivitas perempuan dalam organisasi di lingkungannya sangat 
tidak variatif dalam arti bukan kegiatan yang jauh dari perannya di dalam 
rumah tangga seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini : 
Tabel 3.4. 
Tabel Jenis Kegiatan Responden di Lingkungannya 
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Kegiatan Ya Tidak Jumlah 
PKK 80% 20% 100% 
Pengajian/Persekutuan Doa 33% 67% 100% 
Partai Politik 3% 97% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Adanya semacam “kewajiban” dari negara bahwa perempuan harus 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yaitu PKK berpengaruh juga pada 
tingginya angka partisipasi perempuan dalam PKK. Keterlibatan mereka 
bukan karena keinginan pribadi maupun karena kebutuhan mereka untuk 
berorganisasi namun lebih dikarenakan instruksi atau konsekuensi dalam 
hidup bermasyarakat. 
Selain dari responden, informasi dalam penelitian ini juga digali dari 
sejumlah  informan yang dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan Pilkada dan dianggap melengkapi informasi tentang Pilkada 
langsung di Kota Surakarta khususnya di Kecamatan Banjarsari yang 
berkaitan dengan informasi yang diberikan para responden. Data para 
informan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 3.5. 
 Tabel Asal Organisasi Informan 
Informan Jumlah 
Ketua PKK RT 1 
Ketua PKK Keluarahan 1 
WK (Wanita Kristen) 1 
PPS 2 
Ketua RT 1 
PPK Banjarsari 1 
KPUD 2 
Jumlah 9 
Sumber : Data Primer 2005 
 
C. Pengetahuan Perempuan tentang Pilkada 
Sebagai pemilih terbesar, suara dari perempuan seharusnya memiliki 
pengaruh yang signifikan dalam proses Pilkada dan posisi tawar yang tinggi 
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dalam pembuatan kebijakan daerah. Calon dari perempuan atau calon yang 
peduli perempuan seharusnya memiliki peluang yang besar dalam Pilkada. 
Tidak cukup hanya dengan pengakuan kesetaraan kesempatan dan hak antara 
laki-laki dengan perempuan akan tetapi pendidikan politik juga perlu 
diberikan agar aspirasinya disalurkan sesuai dengan kebutuhannya. 
Salah satu faktor determinan memilih bagi masyarakat dalam memilih 
sebuah partai politik maupun kontestan adalah faktor media massa, 
dikarenakan dari media massa pemilih akan mendapatkan data, informasi, 
ulasan ahli, permasalahan terkini sekaligus perkembangan situasi. (Firmanzah, 
2005:13)  
Peran media massa sangat penting khususnya dalam meningkatkan 
kesadaran publik dan pembentukan citra positif. Dalam hubungannya dengan 
perempuan, media massa seharusnya dapat berperan dalam memberikan 
wacana tentang isu-isu perempuan dalam proses Pilkada sekaligus 
memberikan citra yang benar terhadap pelaksanaan Pilkada Langsung. Karena 
pengetahuan akan mempengaruhi persepsi dan sikap perempuan terhadap 
Pilkada, dan akan menentukan arah kemana suara perempuan akan diarahkan. 
Tabel 3.6. 
Tabel Sumber Informasi Responden tentang Pilkada 
Sumber Informasi Ya Tidak Jumlah 
PKK 33% 67% 100% 
Koran / Televisi 8% 92% 100% 
RT / Kelurahan 8% 92% 100% 
Keluarga / Tetangga 76% 24% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa akses perempuan tentang 
informasi Pilkada dari media massa sangat kecil (hanya 8%). Sebaliknya 76% 
responden mengatakan informasi tentang Pilkada mereka dapat dari orang-
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orang terdekatnya, termasuk tetangga dan keluarganya. Masyarakat adalah 
kelompok yang membentuk nilai-nilai yang dianut anggotanya, dalam 
masyarakat yang maju mungkin perbedaaan itu bukan masalah. Akan tetapi 
dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriliniar sebagaimana 
kondisi sebagian besar masarakat Indonesia khususnya di Jawa, pendapat yang 
dianut bersumber dari anggota masyarakat yang laki-laki, seperti yang 
dungkapkan salah satu responden : 
“Ya tentang pilihan walikota saya taunya ya dari orang-orang sini 
saja  mbak,wong saya juga tidak pernah keluar-keluar rumah atau pergi-
pergi, kalau dengar-dengar tentang pilihan walikota ya dari suami dan 
tetangga saja, ibu-ibu disini juga sering cerita kalau mau ada coblosan terus 
saya juga suka dengar dari bocah-bocah(anak-anak muda)  disini” 
 
Beberapa lingkungan sosial yang mempengaruhi perilaku politik ialah 
keluarga, lingkungan pendidikan, agama, dan kelompok. Lingkungan-
lingkungan sosial itu merupakan lingkungan yang memberikan sumbangan 
bagi perkembangan bagi perkembangan pemikiran-pemikiran, norma-norma, 
nilai-nilai, dan etika. Di dalam keluarga terjadi pembiasan munurut sikap dan 
prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam keluarga tersebut. Pandangan-
pandangan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan tingkah laku politik 
masyarakat. (Sudijono Sastroatmodjo, 1995:27) 
Dari informasi diatas dapat dilihat bahwa bagi sebagian besar 
responden, anggota masyarakat dan keluarga masih menjadi sumber informasi 
utama bagi perempuan tentang Pilkada. Hal ini dapat menyebabkan 
persamaan persepsi perempuan dengan sumber informasi mereka seperti 
suami, ayah, atau anak. Sehingga akan membuat partisipasi perempuan yang 
semu, artinya tanpa berbekal informasi yang cukup kemungkinan besar 
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pilihan perempuan tidak berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan riil 
perempuan sebagai pemilih karena umumnya informasi yang didapat dari 
masyarakat umumnya bukanlah informasi yang memiliki nilai-nilai 
demokratis yang ingin di capai dalam Pilkada langsung. 
Tabel 3.7. 
Tabel Pengetahuan Responden tentang Pilkada 
Pengetahuan tentang Pilkada Ya Tidak 
1. Nama pasangan calon 100% 0% 
2. Parpol pendukung pasangan calon 80% 20% 
3. Kualifikasi pasangan calon 23% 77% 
4. Visi dan Misi pasangan calon 37% 63% 
5. Tata cara dan Lokasi pencoblosan 100% 0% 
 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa pengetahuan responden baru pada 
pengenalan awal, atau baru pada kulitnya saja. Sedangkan pengetahuan yang 
justru penting bagi pengambilan keputusan belum mereka dapatkan. Hal ini 
seperti yang di ungkapkan salah satu responden : 
“Kulo ngertos nggih saking lare kulo, disanjangi masalah pilihan 
walikota nggih tentang calone sinten mawon, pasangan-pasanganne. Terus 
dikandani nyoblose teng pundi, terus carane nyoblos pripun, sampun niku 
mawon.” ( Saya tahu dari anak saya. Diberitahu tentang pemilihan walikota 
ya tentang siapa saja calonnya. Terus diberitahu tempat pencoblosannya 
dimana, terus bagaimana cara pencoblosan, sudah itu saja.”)  
 
Terbatasnya sumber informasi bagi para perempuan dikarenakan 
mereka  memiliki hambatan tersendiri untuk aktif di luar rumah seperti dalam 
berorganisasi, hambatan ini disebabkan fungsi mereka di dalam dan luar 
rumah seperti mengurus rumah tangga dan kesibukannya sebagai pencari 
nafkah keluarga.  
Kesulitan untuk mengumpulkan perempuan dalam kegiatan 
organisasi perempuan diutarakan salah satu informan berikut : 
“Kalau ibi-ibu yang malas hadir dipertemuan itu biasanya etnis T 
itu loh soalnya mereka pada umumnya sibuk dengan pekerjaan. Sedangkan 
kalau ibu-ibu rumah tangga itu biasanya kalau diminta aktif di pertemuan itu 
alasannya ada-ada saja yang tidak bisa meninggalkan anaknya, atau macem-
macemlah wong namanya ibu rumah tangga, jadi kami sebagai 
penyelenggara akhirnya perlu menyesuaikan waktunya. Tapi meski begitu ya 
tetap saja pertemuan itu masih sepi.” 
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Partisipasi perempuan dalam ruang publik di Indonesia dibatasi oleh 
kondisi perokonomian keluarga, kurangnya pendidikan dan kurangnya akses 
informasi. Harus diakui bahwa adalah sulit bagi perempuan untuk 
berpartisipasi dalam kehidupan politik ketika perhatian utamanya adalah 
kelangsungan hidup keluarga. Dan mereka tidak mempunyai pilihan kecuali 
untuk meluangkan lebih banyak waktu guna mengusahakan pemenuhan 
kebutuhan dasar keluarga. Sehingga bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa 
kaum perempuan berada dalam kondisi kurang memiliki perhitungan dalam 
menentukan keputusan politisnya. Kaum perempuan tak mampu memikirkan 
bagaimana mereka turut serta dalam ruang publik oleh karena disibukkan 
dengan kegiatan mereka untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidup 
keluarga.  
Organisasi perempuan yang banyak dijumpai sampai pada 
masyarakat yang paling bawah seperti organisasi pengajian, koperasi, 
paguyuban dan organisasi perempuan formal seharusnya adalah wadah bagi 
perempun untuk mendapatkan akses informasi Pilkada yang berorientasi pada 
kepentingan perempuan, karena organisasi inilah satu-satunya akses 
perempuan diluar perannya dalam rumah tangga. Dalam hubungannya dengan 
Pilkada berarti organisasi perempuan  sekaligus merupakan mesin politik yang 
potensial untuk memenangkan calon perempuan atau calon yang peduli pada 
perempuan. 
Partisipasi responden dalam kegiatan dilingkungannya mayoritas 
adalah dalam organisasi PKK, sedangkan aktifitas yang lainnya hanya 
kegiatan keagamaan, dan hanya sedikit yang terlibat dalam partai politik. 
Akan tetapi aktivitas yang tinggi dalam organisasi PKK tersebut bukan 
merupakan pencerminan dari tingginya partisipasi perempuan untuk 
berorganisasi, karena PKK adalah organisasi perempuan yang keanggota 
diwajibkan atau otomatis bagi setiap anggota masyarakat, seperti yang 
diungkapkan oleh salah satu informan dari ketua PKK di salah satu RT 
berikut: 
“Ya sebetulnya itu wajib bagi warga masyarakat, soalnya kalau kita 
ikut kegiatan itukan bisa tahu kegiatan–kegiatan di PKK kelurahan, misalnya 
posyandu, kegiatan lansia atau ada pengumumna dari puskesma itukan 
datangnya dari PKK Kelurahan lalu diteruskan oleh PKK RT jadi kalau kita 
tidak ikut PKK itu jadi tidak tahu apa-apa 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh salah seorang responden berikut : 
“Kalau kegiatan ya itu PKK di RT sama RW juga, kan harus kalau 
jadi warga sini buat ibu-ibu biar tidak ketinggalan berita dari kelurahan 
kalau ada kegiatan seperti Posyandu.... Selain itu juga ikut pengajian ibu-ibu 
di sini, udah itu saja”  
 
PKK dan organisasi khususnya yang diikuti oleh para responden ini 
rupanya kurang memiliki kegiatan yang berorientasi pada partisipasi 
perempuan secara luas atau peran lain dari perempuan selain peran domestik 
dalam rumah tangga. Hal ini dapat dikonfirmasikan dalam Sepuluh Program 
Pokok PKK. Wanita yang diantaranya adalah : teman dan mitra suami, istri 
dan manajer rumah tangga, ibu dan pendidik bagi anak-anak, penghasil 
pandapatan tambahan dan pekerja sosial warga negara  Indonesia. Perempuan 
sering diberi peran sebatas peran pendukung, diperintah untuk menurut, dan 
tugas utama mereka dilihat hanya sebatas “pembantu rumah tangga” di rumah. 
Salah satu informan mengatakan : 
“Kalau PKK itu ya kegiatannya antara lain tabungan, simpan pinjam 
itu saja, tapi ini ada program terbaru dari desa yaitu untuk para lansia. Ya 
ini termasuk juga dijalankan oleh pengurus PKK....ya kalau Pilkada itukan 
tidak ada programnya di PKK, lha nanti kalau kami tahu-tahu ngadain acara 
masalah Pilkada lha rak malah dikirain kampanye” 
  
Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu responden : 
“Wong PKK niku paling-paling masalah arisan, trus ngutang-
ngutangke arto, nggih naming ngoten niku mawon. Mboten nate disanjangi 
masalah pilihan Walikota” (“Tidak ada, PKK itu paling-paling hanya arisan, 
terus memberi pinjaman, ya cuma itu saja. Tidak pernah dikasih tahu tentang 
masalah Pilkada” ) 
 
Bagi organisasi perempuan menganggap bahwa masalah politik 
adalah masalah yang sensitif. Dapat dipahami jika dalam persepsi indivudu 
perempuan sendiri segala keputusan politik yang mereka ambil adalah 
determinan dari apa yang dianut oleh kepala keluarga, seperti ayah dan suami. 
Mereka berpendapat bahwa kaum laki-laki inilah yang dia anggap lebih tahu 
dalam menentukan pilihan dalam Pilkada. Seperti yang dikatakan salah satu 
responden berikut : 
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“Bapak sayakan dulu kan satgas dari partai X sudah lama itu mbak 
dari dia masih muda, dan sekarang suami saya kebetulan juga sama-sama 
jadi satgas partai di partai X, jadi mau tidak mau ya saya jadi ikut aktif jadi 
simpatisan di partai ini.............kalau mendukung walikota ya mestinya calon 
yang didukung partai X”. 
 
Sistem juga kurang mendukung bagi perempuan pemilih untuk 
mendapat informasi yang luas tentang Pilkada. Keterbatasan waktu seperti 
yang diungkapkan petugas PPS di atas membuat sosialisasi di masyarakat 
sangat kurang, sehingga kelompok yang dikesampingkan sosialisasinya adalah 
perempuan seperti yang terlihat di tabel dibawah ini :  
Tabel 3.8. 
Tabel Keikutsertaan Responden dalam Pertemuan Sosialisasi Pilkada  
Pendapat Pernah Tidak Jumlah 
Pernahkan anda diundang dalam 
pertemuan sosialisasi Pilkada ? 
10% 90% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dari 30 orang responden hanya 10% saja yang menyatakan pernah 
diundang dalam pertemuan sosialisasi Pilkada. Dari informasi tabel diatas 
menunjukkan bahwa sosialisasi pelaksanaan Pilkada ternyata kurang atau 
tidak menempatkan perempuan perempuan sebagai target, baik secara individu 
maupun kelompok. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan 
dari PPS berikut ini : 
“Jadi untuk Pilkada kemarin itu sosialisasinya tidak ada, jadi semua 
dianggap sudah tahu, paling sosialisasinya sama dengan Pilek (Pemilihan 
Legislatif) dan Pilpres (pemilihan presiden) kemarin. Sosialisasi untuk 
perempuan itu tidak ada jadi keseluruhan sama umum saja, dianggap sama. 
Tidak ada untuk perempuan di PKK juga tidak ada” 
 
Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan salah satu ketua PKK, 
dimana dalam organisasi perempuan ini juga minim sekali melakukan 
sosialisasi Pilkada : 
“Kalau informasi tentang Pilkada di PKK tidak pernah dibahas, 
cuma dulu waktu mau Pilkada itu PKK se Kelurahan itu dikumpulkan lalu 
diberi pengarahan oleh Pak Lurah, kami sebagai ketua PKK diharapkan ikut 
mensukseskan Pilkada. Ya lalu dikasih tahu calon-calonnya, lalu cara 
pencoblosan... ya cuma sedikit tentang Pilkada lalu kami menyampaikan ke 
ibu-ibu PKK juga cuma sekilas saja........Kalau pertemuan itu yang diundang 
cuma ketua dan sekretarisnya saja soalnya kalau di kelurahan itukan 
perwakilan saja “ 
 
Sistem dalam Pilkada belum berorientasi untuk melibatkan 
perempuan dalam sistem kerjanya salah satunya adalah tidak dilibatkannya 
unsur-unsur perempuan untuk ikut mengawasi jalannya Pilkada. Dalam 
sosialisasi Pilkada juga belum menjadikan perempuan sebagai sasaran atau 
target sosialisasi meski terlihat perempuan adalah pemilih terbesar, seperti 
ungkapan dari salah satu informan KPUD berikut ini: 
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“Organisasi perempuan yang dilibatkan dalam sosialisasi tidak ada, 
juga tidak ada organisasi perempuan yang dilibatkan dalam pengawasan 
Pilkada, Karena kelompok-kelompok yang menjadi target dari sosialisasi 
Pilkada yang dilakukan KPUD, PPS, dan PPK adalah pemilih pemula, 
Penyandang cacat, Karyawan negari atau Swasta dan Buruh 
 
Terlihat bahwa pengetahuan yang diberikan kepada perempuan 
tentang Pilkada hanya sebatas proses pemilihan walikota saja, sehingga  
mereka belum melihat bahwa proses pemilihan kepala daerah ini sebagai 
kesempatan mereka untuk melakukan perubahan. Pilkada seharusnya menjadi 
bagian dari proses panjang  penjuangan kesetaraan gender dengan 
memberikan kesadaran bagi pemilih perempuan untuk berpartisipasi sebagai 
warga negara dan sebagai perempuan yang memiliki kepentingan dan 
keberadaaannya yang masih menjadi nomor kedua sebagai pelaku pembuat 
kebijakan. 
Terdapat dua variabel yang mempengaruhi partisipasi politik warga 
negara biasa. Dua variabel itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan pada 
pemerintah (sistem politik). Faktor-faktor lain yang ikut menentukan  sikap 
dan perilaku politik masyarakat adalah status sosial, status ekonomi, afiliasi 
politik dan pengalaman berorganisasi. (Sudijono Sastroatmodjo, 1995:15) 
Frekuensi dan kualitas seseorang yang semakin peka dan terbuka 
terhadap perangsang politik seperti kontak pribadi, organisasi, dan media 
massa dapat memungkinkan seseorang untuk aktif dalam kegiatan politik. 
Dengan mengikuti diskusi-diskusi politik, mengikuti informasi di media 
massa mengenai persoalan-persoalan politik memungkinkan individu terbuka 
terhadap pemecahan soal-soal tersebut. Seseorang yang memiliki informasi 
cukup lengkap terhadap permasalahan politik menyebabkan bertambahnya 
pengetahuan serta memunculkan rasa kompeten terhadap permasalahan itu. 
Dalam konteks partisipasi politik perempuan, sudah seharusnya 
dimungkinkan bagi perempuan mendapatkan perangsang politik seperti 
diskusi-diskusi politik dalam organisasi perempuan. Dan mendapatkan 
informasi yang lengkap tentang permasalah bangsa baik yang berkaitan 
dengan perempuan maupun masyarakat luas, sehingga partisipasi politiknya 
berdasar pada rasa kompeten terhadap permasalahan tersebut. 
 
D. Persepsi dan Sikap Perempuan tentang Pilkada 
Pemahaman terhadap persepsi sangat penting untuk mengidentifikasi 
dan memetakan bagaimana partisipasi politik perempuan. Persepsi seseorang 
akan berpengaruh terhadap bagaimana orang berperilaku dan bersikap 
terhadap sebuah isu atau masalah. (Indriyati Soparno dkk, 2005:83)  
Sikap dalam menilai sesuatu itu baik atau tidak biasanya biasanya 
didasarkan pada persepsi yang diperoleh dari pengalaman yang sudah terjadi 
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sebelumnya. Sedangkan persepsi itu akan sesuatu tidak lepas dari image atau 
citra sesuatu yang berasal dari pengalaman yang terjadi berulang-ulang.  
Sehingga akan terbentuk image dari suatu benda atau suatu peristiwa. Sikap 
seseorang tentang pelaksanaan Pilkada  langsung dipengaruhi oleh persepsi 
mereka tentang pelaksanaan Pilkada tidak langsung yang dapat dilihat dalam 
tabel berikut :  
Tabel 3.9. 
 Tabel Sikap Responden terhadap Pilkada Tidak Langsung 
Pernyataan Tidak 
Puas 
Puas Tidak 
Tahu 
Jumlah 
Bagaimana pendapat anda tentang 
pemilihan Walikota tidak langsung ? 
 
80% 
 
3% 
 
17% 
 
100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Sebagian besar (80%) dari responden menyatakan ketidak puasannya 
tehadap pemilihan tidak langsung. Sebelumnya pemilihan Bupati dan 
Walikota dilaksanakan oleh DPRD tingkat II. Citra atau image dari DPRD 
banyak menjadi alasan dari responden untuk tidak mempercayakan pemilihan 
Walikota kepada lembaga yang dipilih melalui Pemilu ini. Seperti yang 
diungkapkan oleh salah satu responden berikut : 
“Nggih mboten nuduh, tapikan menurut berita katanya anggota DPRD 
itukan sok kurupsi, lha nek DPR sing milih sing oleh duwit kan DPR, terus 
jarene tho akeh sing ijazahe palsu.....“.(Ya, bukannya menuduh tapi menurut 
berita mengatakan anggota DPRD itukan sering kurupsi kalau yang milih 
anggota DPRD kan nanti yang dapat uang kan mereka, terus katanya banyak 
yang ijazahnya palsu”.) 
 
Disamping citra negatif lembaga DPRD dalam memilih walikota, 
terdapat pendapat ketidakpuasan responden dengan kepemimpinan dari 
walikota sebelumnya sehingga bagi perempuan lebih baik bagi masyarakat 
untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Pendapat tersebut terlihat dalam 
tabel berikut : 
Tabel 3.10. 
Tabel Pendapat Responden tentang Kepemimpinan Walikota 
Sebelumnya  
Pendapat Berhasil Tidak/ Kurang 
Berhasil 
Jumlah 
Bagaimanakah pendapat anda 
tentang keberhasilan Walikota 
sebelumnya memimpin Kota 
Surakarta ? 
 
17% 
 
83% 
 
100% 
Sumber : Data Primer 2005 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 83% responden berpendapat 
bahwa kepemimpinan Walikota hasil pemilihan tidak langsung tidak atau 
kurang berhasil. Menurut pendapat salah seorang responden yang berpendapat 
bahwa kepemimpinan walikota sebelumnya kurang berhasil berkomentar 
sebagai berikut : 
“Nek menurut kulo nggih tidak berhasil, wong taksih kathah rakyate 
sing susah, rego-rego dho mundhak lha niku mestine rak mergo gaweane 
pemimpine...“. (“Kalau menurut saya ya kurang berhasil, nyatanya rakyatnya 
masih banyak yang miskin, harga-harga pada naik, mestinya itukan karena 
pemimpinnya”). 
 
Pendapat serupa juga diungkapkan hampir seluruh responden yang 
tidak puas, terlihat perempuan belum memiliki ketertarikan atau bahkan belum 
melihat keberhasilan dari kepemimpinan walikota dari segi perhatiannya 
terhadap kondisi perempuan sendiri di Surakarta. Penilaian mereka masih 
didasarkan pada isu-isu general. Padahal jika melihat dari kenyataan yang 
terjadi di Kota Surakarta, banyak isu tetang perempuan yang mustinya 
menjadi perhatian dari perempuan seperti tingginya angka kekerasan terhadap 
perempuan di Surakarta yang dari beberapa data semakin meningkat dari 
tahun ke tahun. 
Saat ini partisipasi dan representasi perempuan dalam politik  
Surakarta masih sangat rendah, salah satunya terlihat dari minimnya jumlah 
wanita yang duduk dalam DPRD. Situasi di Surakarta, dimana hanya ada 1 
orang dari 45 orang anggota legislatif periode 1999-2004. Sedangkan dalam 
Pemilu 2004 lalu hanya terdapat 2 orang perempuan atau 5% jumlah anggota 
legislatif periode 2004-2009. Artinya reformasi tidak atau belum cukup 
mampu mendongkrak ketimpangan peran perempuan dengan laki-laki dalam 
proses perumusan kebijakan sehingga tidak mengherankan jika masih minim 
kebijakan pemerintah yang tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. 
Pilkada langsung mestinya disikapi dengan kesadaran dari setiap 
golongan untuk bisa merumuskan kebutuhannya dan menggunakan potensinya 
sebagai alat tawar-menawar politik dengan calon kepala daerah, terlebih bila 
golongan tersebut adalah golongan yang memiliki potensi suara yang besar. 
Partisipasi perempuan dalam Pilkada Surakarta 2005 ini juga masih sebagai 
pemilih yang potensial, karena tidak muncul kandidat dari perempuan. Tabel 
berikut menunjukkan sikap responden tentang situasi ini : 
Tabel 3.11. 
Tabel Sikap Responden tentang Ketidakhadiran  
Calon Walikota Perempuan 
Pernyataan Tidak 
Masalah 
Kecewa Tidak 
Tahu 
Jumlah 
Bagaimana pendapat anda 
tentang tidak adanya calon 
 
90% 
 
4% 
 
6% 
 
100% 
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walikota dari perempuan ?  
Sumber : Data Primer 2005 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden tidak mempermasalahkan ada atau tidaknya perempuan sebagai 
kandidat calon walikota maupun wakilnya. Seperti yang diungkapkan salah 
satu responden berikut ini : 
“Ya tidak masalah to Mbak wong walikota itukan yang penting 
mampu memimpin bukan laki-laki atau perempuannya, kalau buat saya ya 
tidak masalah”. 
 
Dalam proses Pemilu ataupun Pilkada memang seharusnya seseorang 
tidak menjatuhkan pilihannya hanya berdasarkan fanatisme terhadap 
ketokohan, partai politik, agama, dan terlebih hanya berdasarkan jenis 
kelamin. Akan tetapi dari proses politik yang berjalan dengan 
ketidakmunculan perempuan dalam persaingan perebutan kepemimpinan 
daerah sedikit banyak menunjukkan bahwa iklim politik belum 
memungkinkan bagi perempuan untuk ikut terjun di dalamnya.  
Realitas politik  yang terjadi pada partai politik peserta Pilkada 
sekarang ini adalah proses konvensi partai yang diselenggarakan parpol untuk 
menentukan calon pasangan kepala daerah dan wakilnya tidak jarang hanya 
untuk kepentingan formalitas saja. Konvensi partai sering menjadi “alat 
partai” untuk mencari sumber dana partai. Caranya adalah dengan mencari 
kandidat independen (diluar partai) atau menyusun struktur pola calon 
pasangan dari luar partai dan dari dalam partai, biasanya pengusaha. 
Kecenderungan pola ini mengarah pada stigma : konvensi partai politik hanya 
legitimasi palitik untuk mencari sumber dana. (Prof.Dr.J Kartini Soedjendro, 
Suara Merdeka, 17 Juni 2005) 
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Proses Pilkada yang masih kental dengan proses politik uang menjadi 
salah satu penyebab rendahnya partisipasi perempuan untuk mencalonkan diri. 
Pola perekrutan kandidat dari unsur di luar partai tidak berjalan obyektif dan 
cenderung memilih kandidat yang memiliki jumlah dana yang besar. Salah 
satu informan menyatakan bahwa kondisi atmosfir politik Pilkada yang 
cenderung bermuatan politik uang ini menyebabkan tidak munculnya calon 
dari perempuan, seperti uraiannya berikut ini : 
“Kelihatannya kalau buat perempuan itu kok ya belum siap soalnya 
kan pake ada kampanye segala terus ngethokke duit akeh trus nek ra sido kan 
eman-eman, kalau priyayi kakungkan biasane ra eman duit, wis pokokke maju 
nyalonke  ra dadi ya wis ra popo, duit ra masalah. Kalau perempuankan 
eman-eman.(Soalnya kan pake ada kampanye segala terus mengeluarkan 
banyak uang kalau tidak jadi kan sayang, kalau laki-laki kan biasanya tidak 
sayang mengeluarkan uang, yang pentinga iktu mencalonkan diri tidak jadi ya 
tidak apa-apa”.) 
 
Hasil dari diskusi yang diselenggarakan SPEK-HAM Surakarta 
dengan KPUD Kota Surakarta tentang partisipasi perempuan dalam Pilkada 
menunjukkan ketidakhadiran perempuan sebagai salah satu calon kandidat 
disebabkan rendahnya keterlibatan perempuan dalam partai politik, dan 
rendahnya partisipasi politik tersebut disebabkan karena persepsi perempuan 
yang menganggap politik bukanlah wilayah dari peran perempuan. Hal serupa 
juga ditunjukkan partisipan dengan persepsinya yang menganggap 
kepemimpinan perempuan tidaklah sebaik kepemimpinan laki-laki. Lebih 
jelasnya terlihat dalam tabel berikut : 
 
 
 
 
 
Tabel 3.12. 
 Tabel Persepsi Responden tentang Kepemimpinan 
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Pernyataan Laki-laki Perempuan Sama Jumlah 
Menurut anda apakah 
laki-laki atau perempuan 
yang lebih mampu 
menjadi walikota ? 
 
67% 
 
3% 
 
 
30% 
 
100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dari tabel diatas terlihat 67% responden menilai atau meyakini laki-
laki lebih mampu menjadi pemimpin daripada perempuan, dapat disimpulkan 
bahwa meskipun akan hadir salah satu calon perempuan sebagai kandidat 
walikota, dalam mindset masyarakat masih menganggap bahwa laki-laki lebih 
mampu untuk memimpin daripada seorang perempuan. 
Adapun yang menjadikan asumsi demikian adalah budaya patriarki 
yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, yaitu adalah sesuatu hal 
yang kurang lumrah bagi perempuan menjadi pemimpin. Dalam konstelasi 
politik Indonesi hal tersebut dapat dilihat pada fakta ketika terjadi penundaan 
pengangkatan Megawati menjadi Presiden Indonesia pasca-Pemilihan Umum 
(Pemilu) 1999, dengan alasan ketidakpercayaan kelompok tertentu terhadap 
aktor perempuan untuk memimpin negeri. Ketidakpercayaan ini dibungkus 
dengan berbagai isu salah satunya dengan alasan ajaran keagamaan. Asumsi 
bahwa laki-laki masih mempunyai kemampuan diatas perempuan seperti 
diungkapkan oleh salah satu responden berikut : 
“ Wah kalau Walikota mantapnya ya laki-laki saja, kalau perempuan 
saya kira kurang sigap. Pilkada itukan butuh lobi-lobi politik, belum lagi 
kalau suruh kampanye itu apa ya bisa ngomong ?, kalau mungkin wakilnya 
bisa perempuan tapi kalau saya lebih sreg walikotanya laki-laki” 
 
Ungkapan dari responden tersebut cukup ironis, karena persepsi yang 
meragukan kemampuan perempuan tersebut diungkapkan oleh seorang 
perempuan yang justru memiliki akses informasi yang sangat luas dalam isu 
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kasetaraan peran gender yang beberapa tahun belakangan ini marak 
disosialisasikan oleh pemerintah, responden berikut adalah seorang PNS. 
Benar adanya bahwa rendahnya partisipasi perempuan di segala bidang adalah 
akibat rendahnya kepercayaan diri perempuan sendiri dan menganggap 
dirinya sendiri inferior jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan 
dipandang sebagai mahluk yang emosional sehingga tidak mampu memimpin 
dan karena itu ditempatkan pada posisi yang kurang penting sehingga 
menerima sub ordinasi terhadap perempuan. 
Sedangkan alasan dari responden lainnya cederung diakibatkan kerena 
kegagalan kepemimpinan presiden perempuan sebelumnya : 
“Ya kalau bisa Walikotanya laki-laki saja, kalau perempuan mungkin 
juga bisa, tapikan kalau perempuan itu kurang tegas. Lha sebelumnya 
presidennya kan perempuan ya tidak mampu”. 
 
Terlihat kepemimpinan perempuan masih menjadi sesuatu yang 
istimewa bagi sebagian besar masyarakat sehingga menimbulkan perhatian 
dan sorotan yang berlebihan, sehingga kegagalan kepemimpinan seorang 
perempuan dianggap sebagai kegagalan gender. Kegagalan seorang 
perempuan dijadikan persepsi bagi kegagalan gender yang ditujukan kepada 
kemampuan  semua perempuan dalam memimpin. 
 
 
 
 
Tabel 3.13. 
 Tabel Sikap Responden terhadap Pilkada Langsung  
Pendapat Setuju Tidak Setuju Jumlah 
Setujukah anda dengan Pilkada 
langsung? 
96% 4% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
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Dari tabel diatas terlihat hampir semua responden mendukung 
pelaksanaan Pilkada langsung. Akan tetapi dukungan partisipan yang sangat 
tinggi terhadap pelaksanaan Pilkada masih memposisikan dirinya sebagai 
obyek dari penerima keputusan politik. Kesetujuan mereka disebabkan sebagi 
warga negara mereka merasa wajib mentaati peraturan dan mengikuti semua 
yang diprogramkan oleh pemerintah. Seperti yang dikemukakan oleh salah 
satu responden berikut ; 
“Nggih manut mawon kulo, enten coblosan walikota nggih kulo 
manut. Pokoke napo mawon perintahe pemerintah kulo nderek mawon “.(Ya 
saya ikut saja, ada pemilihan walikota ya saya nurut. Pokoknya perintah dari 
pemerintah saya ikut saja”.) 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu informan perempuan : 
“Lha sudah menjadi peraturan pemerintah kita yang dibawah inikan 
tinggal nurut saja, ya alasannya saya setuju Pilkada langsung itu saja. Masa 
mau tidak setuju apa bisa Mbak?, nanti kalau tidak ikut bisa dibilang nyalahi 
peraturan. Ya kami sebagai tokoh perempuan kewajibannya ikut melancarkan 
program-program pemerintah seperti Pilkada ini”. 
   
Terlihat bagi responden maupun informan bahwa keputusan 
pemerintah adalah mutlak bagi masyarakat, dalam konteks diluar Pilkada hal 
ini dapat menyebabkan kepatuhan yang tidak rasional terhadap keputusan-
keputusan pemerintah. Bahkan untuk kebijakan yang masih merugikan posisi 
perempuan sekalipun. Belum ada persepsi bahwa sistem demokrasi 
memberikan kesempatan yang besar bagi rakyat untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah.  
Kemungkinan pemahaman seperti inilah yang menyebabkan 
perempuan tidak merasa ada potensi dari kelompoknya untuk melakukan 
perubahan. Meski mereka belum memiliki kesadaran akan kebutuhannya 
sebagai perempuan tetapi sebagai masyarakat kebutuhan dan keinginan 
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mereka  ada, seperti yang terlihat dalam tabel harapan responden terhadap 
pelaksanaan Pilkada berikut : 
Tabel 3.14. 
Tabel Harapan Responden terhadap Pelaksanaan Pilkada Langsung  
Harapan Partisipan Ya Tidak 
Peningkatan Kemakmuran 86% 14% 
Peningkatan Mutu Pendidikan 7% 93% 
Perbaikan  Kinerja Pemerintahan 13% 27% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Pada masa Orde Lama kehidupan politik dianggap sebagai keutamaan. 
Ini berarti bahwa demi kepentingan politik hal-hal lain dapat disubordinasi. 
Orde Baru lebih menekankan perhatian pada kehidupan ekonomi untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Kebijakan Orde Baru ini dengan 
tujuan agar rakyat tidak selalu berorientasi pada persoalan-persoalan politik. 
Tidak mengherankan jika kesejahteraan menjadi motivasi utama masyarakat 
dalam berperilaku politik. 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang dihadapi 
responden adalah permasalahan yang sama dengan yang dialami oleh 
sebagian besar penduduk di Indonesia ini yaitu masih berkutat pada masalah 
kesejahteraan. Kemungkinan permasalahan rendahnya kesejahteraan ini yang 
menutupi permasalahan-permasalahan yang lain., atau dengan kata lain 
rendahnya tingkat kesejahteraan membuat permasalahan hak, kepentingan dan 
partisipasi perempuan dalam segala bidang publik tidak penting (dianggap 
bukan permasalahan). 
Merujuk dari Laporan Situasi Kependudukan Dana Perserikatan 
Bangsa-Bangsa untuk Kependudukan (UNFPA) tahun 2005, menyerukan 
kepada pemimpin untuk memenuhi janji kesetaraan dan kesederajatan di 
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berbagai sektor kehidupan bagi perempuan dan anak perempuan di dalam 
semua ras, agama, kelompok, dan golongan. Jika tidak, kemiskinan tidak akan 
menjadi sejarah dan cita-cita besar apa pun tentang kemajuan tidak akan 
pernah tercapai. Pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya 
untuk perempuan, anak perempuan, remaja adalah hal yang sangat mendesak. 
(Kompas, 17 Oktober 2005)  
Permasalahan kemiskinan seharusnya dimengerti sebagai dampak dari 
belum terwujudnya kesetaraan dan kesederajatan perempuan dalam segala 
bidang, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah.  
 
E. Partisipasi Perempuan dalam Pilkada 
Kaum perempuan tidak dapat melaksanakan hak-hak mereka secara 
berarti kecuali kalau mereka tahu bahwa mereka memilikinya. (LBH-Asosiasi 
indonesia untuk keadilan, 2001:2) 
Demokratisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai 
suatu sistem yang demokratis. Sedangkan makna dan substansi kata demokrasi 
itu sendiri berarti secara sederhana pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat. 
Dalam arti yang agak luas demokrasi sering dimaknai sebagai pemerintahan 
dengan segenap kegiatan yang dikelola dijalankan dengan menjadikan rakyat 
sebagai subyek dan penentu jalannya kepolitikan dan kepemerintahan. 
Dalam konteks Pilkada rakyat dijadikan penentu dalam 
kepemimpinan daerah yang akan menentukan arah dan tujuan pembangunan 
di daerah daerah. Dari calon yang dipilih oleh partai politik, seleksi akhir 
dilakukan oleh masyarakat pemilih. Pemilih yang tidak mempunyai kesadaran 
tujuan dari Pilkada akan mudah dimobilisasi, padahal pilihan mereka adalah 
penentu masa depan (lima tahun kedepan). Dalam keadaan ini mereka hanya 
akan menjadi “penggembira” atau “penonton” dalam pesta demokrasi daerah 
ini, padahal mustinya keikutsertaan mereka secara rasional akan meningkatkan 
kualitas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri. 
Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 3.15. 
 Tabel Perbedaan antara Pemilih Kategori Supporters dan Voters 
Sikap-sikap Pemilih 
Supporters Voters 
Loyalitas-emosional Kalkulasi emosional 
Kultus Pertimbangan 
Pengabdian Transaksi 
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Hirarki Kesetaraan 
Dukungan Pertanggungjawaban 
Wali Mandataris 
Mobilisasi Partisipasi otonom 
Marah Melawan 
Sumber : Leo Agustino (2005 : 149) 
 
Pemilih yang tidak mempunyai kesadaran dalam memilih disebut 
sebagai supporters dan bukan voters, mereka ini tidak menyadari bahwa 
keberadaan mereka dapat dimanfaatkan atau diberdayakan oleh pihak-pihak 
tertentu. Seperti diketahui bahwa perempuan sering memainkan peran penting 
dalam kampanye dan memobilisasi dukungan dipartai-partai politik 
dukungannya, tetapi mereka tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan yang 
mereka lakukan dan tidak secara signifikan meningkatkan kepedulian partai 
politik terhadap perempuan. Melihat model diatas, bagamanakah model 
pemilih perempuam dalam Pilkada langsung Kota Surakarta 2005 ? 
Dalam Undang-undang maupun Perpu yang mengatur pelaksanaan 
pilkada tidak terdapat satupun peraturan yang mengandung pendiskreditan 
terhadap perempuan, seperti yang diungkapkan salah seorang informan dari 
KPUD berikut : 
 “Kebijakan yang ada dalam Peraturah Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tidak mensyaratkan laki-laki 
atau perempuan yang dapat memenuhi syarat sebagaimana dalam peraturan 
tersebut. Hal ini kurang mendapatkan respon dari kaum perempuan untuk ikut 
terlibat dalam pencalonan kepala daerah, meskipun dalam PP diberikan 
kesempatan yang sama.” 
 
Akan tetapi peraturan saja tidak akan cukup bila tidak diikuti dengan 
proses yang mendukung. Contoh yang sama adalah peraturan tentang kuota 
30% perempuan calon legislatif, pada kenyataannya keterwakilan perempuan 
masih sangat rendah, hal ini dikarenakan sistem politik yang tidak 
mendukung.  
Sistem politik juga membiaskan partisipasi perempuan dalam 
Pilkada, banyak partisipasi tidak disebabkan oleh alasan yang rasional 
berdemokrasi karena kondisi atau citra Pilkada di mata pemilih yang identik 
dengan politik uang dan ajang dukung-mendukung partai tersebut. Lebih 
jelasnya dapat dilihat dalam tabel partisipasi kampanye responden dan 
motivasi mereka dalam berkampanye berikut ini :  
Tabel 3.16. 
Tabel Keikutsertaan Responden dalam Kampanye 
Pernyataan Ya Tidak Jumlah 
Apakah anda ikut hidir dalam berkampanye ? 57% 43% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat cukup banyak responden yang aktif 
berkampanye, sebagai setengah lebih dari jumlah penduduk Kota Surakarta 
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sudah barang tentu perempuan merupakan sumber massa yang potensial. 
Sebagian besar dari mereka yang menyatakan ikut berpartisipasi dalam 
kampanye adalah perempuan yang bekerja dalam rumah tangga dan kondisi 
tingakat kesejahteraan mereka cenderung rendah. Sedangkan perempuan yang 
bekerja sebagai ibu rumah tangga akan tetapi tingkat kesejahteraannya tinggi 
samasekali tidak tertarik ikut berkampanye. Seperti ungkapan salah seorang 
responden berikut : 
“ Lah saya tidak mau ikut-ikutan yang begitu-begitu, wong 
kampanye itukan cuma rusuh-rusuhan saya malah takut sendiri. Lagipula 
suami saya mesti tidak mengijinkan. Saya juga diajak sama ibu-ibu disini 
sebenarnya, katanya nanti dikasih uang, ya saya malah malu. Trus nanti kalo 
rusuh yang tanggung jawab siapa?malah rugi sendiri to?.”  
 
Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi 
selama periode kampanye. Pemilih tradional memiliki orientasi yang sangat 
tinggi dari sisi ideologi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau 
seorang kontestan sebagai suatu yang penting dalam pengambilan keputusan. 
(Firmanzah, 2005:11) 
Akan tetapi motivasi berkampanye para responden ini tidak 
mencerminkan bentuk partisipasi demokrasi Pilkada, akan tetapi lebih sebagai 
memanfaatkan moment Pilkada ini sebagai kesempatan memperoleh 
keuntungan  materiil seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : 
Tabel 3.17. 
 Tabel Motivasi Responden dalam Mengikuti kampanye  
Motivasi  Jumlah 
Dibayar 61% 
Dijanjikan mendapatkan imbalan 17% 
Ikut-ikutan 11% 
Mendukung calon 11% 
Jumlah 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Tabel diatas mengimformasikan bahwa lebih dari 60% responden 
yang ikur berpartisipasi dalam kampanye Pilkada Kota Surakarta 2005 
menyatakan bahwa mereka dibayar atau digerakkan dalam kampanye dengan 
mendapatkan keuntungan secara materiil. Money politics bukanlah yang tidak 
ada dalam proses Pemilu, Pilpres maupun Pilkada, hanya saja tidak dapat 
dibuktikan dalam realitasnya karena rakyat (pemilih) termasuk unsur dari 
fenomena ini. 
Pemilihan kepala daerah yang sebelumnya hanya dilakukan oleh 
anggota DPRD banyak diistilahkan hanya ajang politik uang dalam ruang 
sidang, akan tetapi bukan berarti pemilihan diluar ruangan sidang dijamin 
akan menekan biaya bagi para kandidat walikota. Kondisi sosial masyarakat 
bisa jadi menjadi penyebeb dari suburnya praktek money politics, kampanye 
dirasakan tidak akan dihadiri banyak partisipan jika tidak memberikan iming-
imingan uang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden 
berikut ini : 
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“Kalau ikut kampanyekan dapat kaos trus disangoni (diberi uang 
saku) Rp.10.000. Malah tetangga saya pernah malam-malam datang 
ketampatnya calon walikota A, dikasih uang Rp.100.000 katanya buat modal. 
Kata orang-orang sini juga kalau mau datang kesana dapat uang. Tapi saya 
ya tidak berani. Kemarin dulu itu saya juga sudah semangat ke tampatnya 
calon D, berbondong-bondong katanya mau dikasih diut ternyata juga cuma 
dus-dus an (makanan) tapi yo wis ra popo sing penting melu rame-rame”.  
 
Responden lain mengatakan : 
“Oh iya saya ikut kampanye dulu, diajak ibu-ibu sini rame-rame ya 
anak-anak saja ajak semua, tiap ada kampanye saya sering ikut siapa saja 
kampanyenya. Lagipula kadang-kadang dibagi-bagi uang, kalau ada empat 
calonkan berarti dapat sangu empat kali.Soal nyoblos siapa itukan terserah 
kita nantinya tapi kalau kampanye boleh ikut siapa saja. Malahan dulu saya 
bisa salaman (jabat tangan) dengan Pak A seneng sekali...” 
 
 Masyarakat sepertinya dapat menerima bahkan mendukung calon 
yang mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, 
mereka tidak menganggap bahwa itu adalah suatu bentuk dari pelanggaran 
peraturan yaitu PP Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 64 Ayat 1 yang berbunyi: 
“Pasangan calon dan / atau tim kampanye di larang menjanjikan dan/atau 
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengeruhi pemilih.” 
 
Maraknya mobilisasi parempuan dalam kampanye dengan motivasi 
ini juga disayangkan oleh salah seorang informan (Ketua PKK), yang 
menyatakan sebagai berikut : 
“Iya gimana itu? Saya lihat kok orang-orang ini gampang diojok-
ojoki (dipengaruhi) suka dikasih-kasih. Saya juga suka bilang, ya boleh-boleh 
saja menerima pemberian mereka (calon) tapi soal pilihan kan kita tetap 
milih yang bener, yang baik...” 
  
Kondisi kesejahteraan masyarakat rupanya menjadi ganjalan bagi 
upaya demokrasi yang jujur dari Pilkada. Sensasi dari politk uang masih 
terlalu menarik bagi pemilih dan para kandidatnya sehingga, kampanye 
seputar isu perempuan juga jarang di dimunculkan para calon, hal ini 
menunjukkan bahwa para calon masih menganggap isu tentang perempuan 
belum menjadi prioritas yang penting. Hal ini akan memberikan pendidikan 
politik yang tidak benar dalam Pilkada bagi para pemilih, khususnya 
perempuan.  
Dalam kondisi termobilisasi program, visi dan misi para kandidat 
Pilkada sudah tidak lagi menentukan hasil Pilkada. Para kandidat sendiri 
tentunya lebih peduli dengan kemenangan mereke daripada mesti memberikan 
pendidikan politik yang benar bagi masyarakat. Isu seputar uang tentunya 
lebih menarik dari pada isu perempuan, hal ini terlihat dari tabel dibawah ini : 
Tabel 3.18. 
Tabel Informasi Responden tentang Materi Kampanye 
Pernyataan Ada Tidak Tidak Tahu Jumlah 
Adakah Cawali yang     
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menjanjikan peningkatan 
kesejahteraan perempuan?  
3% 90% 7% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Terlihat dari tabel diatas bahwa hampir tidak ada kampanye yang 
menyinggung masalah perempuan. Para kandidat baru menyatakan bahwa 
mereka peduli dan berjanji akan mengakomodasi kepentingan perempuan 
ketika berada dalam diskusi dengan organisasi perempuan. Organisasi 
perempuan tentunya adalah pihak yang mengerti benar tentang masalah 
perempuan dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. 
Pilkada tidak langsung yang sebelumnya adalah proses pemilihan 
kepala daerah  diwakilkan oleh anggota parlemen (DPRD) sehingga keputusan 
politik tidak jarang melalui proses lobi-lobi di ruang sidang yang banyak 
dipahami sebagai Money politics. Rupanya Pilkada langsung yang 
berlangsung masih menunjukkan kecenderungan menjadi ajang Money 
Politics yang berpindah dari ruang sidang DPRD ke masyarakat. 
Money Politics mengakibatkan tidak bekerjanya pemilih sebagai alat 
seleksi bagi calon kepala daerah menjadi kepala daerah, karena tidak menjadi 
pertimbangan bagi pemilih apakah seorang calon dapat dipercaya akan 
membawa kemajuan bagi daerah yang akan dipimpinnya akan tetapi lebih 
dilihat sejauh mana calon memberikan imbalan pada para pemilih. Kampanye 
sebagai ajang sosialisasi juga tidak berfungsi dengan baik, karena materi 
kampanye tidaklah penting dibandingkan imbalan kampanye  itu sendiri. 
Seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini : 
Tabel 3.19. 
 Tabel Pendapat Responden tentang Komitmen Calon Walikota  
terhadap Janji Kampanye 
Pendapat Percaya Tidak  Ragu Jumlah 
Percayakah anda para cawali 
akan menepati janji-janjinya ? 
20% 70% 10% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 70% dari responden tidak 
mempercayai komitmen para calon Walikota terhadap janji-janji yang mereka 
sampaikan dalam kampanye. Hanya 20% saja atau sebagian kecil dari 
partisipan yang menyatakan kepercayaan mereka bahwa para calon akan 
melaksanakan apa yang mereka janjikan. 
Tabel diatas menunjukkan bahwa kepercayaan partisipan terhadap 
janji-janji kampanye juga sangat rendah. seperti yang diungkapkan oleh salah 
satu responden berikut : 
“Ya ngga percaya Mbak,wong nyalon jadi walikota itukan butuh 
modal masa mau bagi-bagi uang. Biasa tho mbak kalau orang lagi kampanye 
itu ya janjinya muluk-muluk, tapi ya paling-paling nanti kalau sudah jadi ya 
lupa...” 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu responden berikut : 
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“Riyin pas kampanye teng mriki Pak A sanjang “Wis nek dadi 
blanjaku tak kekke rakyatku kabeh”tapi sak niki yo pundi?” wis biasa nek 
kampanye janji-janji..... (Dulu waktu kampanye disini Calon A bilang “Kalau 
saya jadi walikota gajinya saya berikan rakyat” tapi sekarang mana?”sudah 
biasa kalau kampanye itu janji-janji...) 
 
Akan tetapi kepercayaan yang rendah dari responden ini tidak 
menyebabkan rendahnya partisipasi dalam memilih, hampir semua responden 
baik yang tidak percaya maupun percaya dengan komitmen para kandidat 
untuk menjalankan janji-janji kampanyenya menyatakan bahwa dirinya 
mencoblos dalam Pilkada. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel 3.20. 
Tabel Partisipasi Responden dalam Pemilihan 
Pernyataan Ya Tidak Jumlah 
Apak anda mencoblos dalam 
Pilkada ? 
93% 7% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keragu-raguan terhadap 
kualitas pemimpin maupun komitmen mereka untuk melaksanakan janji 
kampanyenya tidak menghalangi responden untuk memberikan suaranya 
dalam Pilkada. 
Berkaitan dengan perilaku politik, satu hal yang perlu dibahas adalah 
apa yang disebut sikap politik. Walaupun antara sikap dan perilaku terdapat 
kaitan yang sangat erat, keduanya perlu dibedakan. Sikap merupakan kesiapan 
untuk bereaksi terhadap objek sebagai suatu penghayatan terhadap objek 
tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi 
baru merupakan kecenderungan atau pre-disposisi. 
Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa tidak selalu sikap 
politik seseorang, akan selalu tercermin dalam tindakan politiknya. Masih 
banyak unsur lain yang mempengaruhi kecenderungan tindakan politik 
seseorang. Dalam hal ini kemungkinan dalam persepsi mereka tidak terdapat 
pilihan lain selain berpartisipasi. 
Partisipasi perempuan dalam memilih secara keseluruhan juga 
menunjukkan kecenderungan lebih besar dari pada laki-laki. Meski perempuan 
lebih dikesampingkan dalam proses sosialisasi dan perolehan informasi dari 
pada laki-laki, justru partisipasi perempuan lebih baik (secara kuantitas). 
Tabel 3.21. 
Tabel Rekapitulasi Data Pemilih 
Uraian Laki-laki perempuan 
Jumlah pemilih terdaftar  182.985 193.512 
Jumlah pemilih terdaftar yang tidak 
menggunakan hak pilihnya 
49.704 
 
44.770 
 
Persentase partisipasi 73% 77% 
Sumber : KPUD Kota Surakarta, 2005 
 
Terlihat partisipasi perempuan dalam memberikan suara sedikit lebih 
banyak dibandingkan laki-laki, kemungkinan partisipasi perempuan ini 
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dikarenakan kepatuhan mereka terhadap program pemerintah lebih tinggi 
dibanding laki-laki. Oleh karena itu dengan sosialisasi yang baik dan tepat 
maka partisipasi perempuan akan meningkat baik secara kuantitas maupun 
secara kualitas. 
Berkaitan dengan prinsip Pilkada langsung, yaitu LUBER. 
Responden menyatakan bahwa dalam memilih merekatidak mengalami 
tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dalam menentukan pilihan. 
Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut : 
Tabel.3.22. 
Tabel Pernyataan Responden tentang Kebabasan dalam Memilih 
Pernyataan Ya Tidak 
Apakah anda mendapat tekanan dalam 
memilih calon Walikota ? 
0% 100% 
 
Keputusan perempuan untuk mengikuti keputusan politik anggota 
keluarganya pada dasarnya adalah bentuk intervensi yang tidak disadari. 
Mereka tidak merasa bahwa itu adalah bentuk dari ketidak bebasan karena 
mereka melakukan dengan suka rela. Pemilih yang tidak memiliki dasar yang 
rasional dalam menentukan pilihannya maka perilaku pemilih ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Responden juga menceritakan bahwa mereka tidak menemui 
halangan tentang persyaratan membawa KK seperti kasus yang terjadi di 
sebagian besar pemilih, karena menurut mereka sudah ada tim sukses dari 
salah satu calon yang mengkoordinasi, seperti yang diungkapkan oleh salah 
seorang responden berikut : 
“Ya sa nyoblos......ngga ada yang dipersulit itu, kalau KK saya 
sudah diberitahu sama tim sukses Pak A yang ada dikampung ini sudah saya 
serahkan jauh-jahu hari, terus pas nyoblos dibawain, nggak ada yang nyulit-
nyulit “. 
 
Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa pemberitahuan tentang 
ketentuan pemilih untuk membawa serta KK disaat pemilih datang ke TPS, 
baru diumumkan PPS satu hari sebelu hari H pemilihan. Akan tetapi di 
lapangan ternyata para tim sukses salah satu calon ini telah terlebih dahulu 
mengetahui tentang peraturan tersebut dan telah mempersiapkan 
pendukungnya. Padahal sesuai dengan informasi dari PPS banyak dari pemilih 
yang batal menggunakan hak pilihnya dikarenakan persyaratan KK tersebut.  
Keberadaan tim sukses memang dibutuhkan oleh seorang calon 
walikota untuk dapat mencapai lapisan pemilih yang paling bawah sekalipun. 
Akan tetapi sudah seharus gerak bebasnya sudah harus di batasi karena dapat 
mengganggu kelancaran dari proses pemilihan, seperti yang dikeluhkan oleh 
salah satu informan PPS berikut : 
“Berikutnya nanti saya harapkan KPUD lebih mendengarkan kami 
petugas lapangan ini, jadi usul-usul itu mustinya lebih banyak dari kami, 
karena kami ini kan yang tau kondisi riilnya. Kalau selama inikan yang lebih 
didengarkan para tim sukses para calon ini, lha setiap usulnya diterima kan 
peraturannya jadi molah-malih (berubah-ubah), lalu kami yang 
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melaksanakan ini jadi bingung, sepertinya KPUD itu takut sama tim sukses, 
kalau tidak dituruti nanti disalahkan....” 
 
Keberadaan tim sukses maupun orang yang dikerahkan mencari 
dukungan pemilih juga dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan 
anggota masyarakat, dan memanaskan suasana ketika dalam suatu wilayah 
tersebut terdapat dua atau lebih tim sukses. Salah satu informan dari PKK 
mengungkapkan : 
“Kok menurut saya Pilkada langsung itu malah bikin antar tetangga 
tidak rukun, lha antar tim sukses itu bikin gap-gap an gitu loh, jadinya tahu si 
ini ndukung siapa, si ini pendukung calon ini, lha kan antar pendukung itu 
jadi tidak baik, suka panas-panasan...” 
 
Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam 
menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi 
kehidupannya. Jika partisipasi politik tidak memiliki dasar yang jelas tentang 
apa yang mereka inginkan kedepan dari apa keputusan politik mereka saat ini 
maka partisipasi mereka adalah semu. Agaknya benar bahwa dalam proses 
demokrasi baik itu Pemilu maupun Pilkada di Indonesia saat ini belum ada 
yang disebut dengan partisipasi melainkan yang terjadi adalah mobilisasi 
massa untuk mendukung partai maupun calon. 
Parpol adalah jalan satu-satunya bagi para calon yang ingin maju 
dalam Pilkada. Dalam lingkup nasional (Pemilu Presiden) terbukti, Parpol 
pemenang Pemilu tidak menjadi jaminan calon yang diusungnya juga akan 
menang. Kondisi mencerminkan kedewasaan pemilih, yang tentunya adalah 
kondisi yang diharapkan dalam pemilihan langsung. Akan tetapi bagi 
masyarakat yang masih fanatik dengan partai politik, maka asumsi bahwa 
Parpol pemenang Pemilu adalah kendaraan politik terbaik bagi calon adalah 
benar. Kondisi ini tentu tidak memberikan pilihan bagi masyarakat selain 
memilih pasangan yang didukung dari Parpol dukungannya, tidak menjadi 
masalah bagaimana kualitas dari calon tersebut. Untuk melihat apa saja yang 
menjadi kriteria para responden dalam menentukan pilihan dapat dilihat dalam 
tabel berikut : 
Tabel 3.23. 
Tabel Kriteria Responden dalam Memilih Calon Walikota 
Kriteria Ya Tidak Jumlah 
Partai 77% 23% 100% 
Kemampuan memimpin 30% 70% 100% 
Kepribadian 17% 83% 100% 
Kesamaan agama 10% 90% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dari tabel diatas terlihat bahwa partai politik yang mendukung calon 
walikota sangat mempengaruhi keputusan partisipan dalam memilih calon 
sebagai walikota. Sedangkan kriteria kemampuan dalam memimpin hanya 
30% yang menyatakan sebagai persyaratan. 
Persyaratan bahwa pasangan calon walikota hanya dapat diajukan 
oleh partai politik menjadikan proses Pilkada ini adalah ajang dukung-
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mendukung partai. Dengan demikian sentimen dan fanatisme terhadap suatu 
partai masih menjadi pertimbangan utama responden memilih calon. Hal ini 
seperti yang diungkapkan salah satu responden berikut : 
“Ya saya pilih karena Pak A itu dari partai X, ayah saya kan kader 
dari partai X, suami saya juga kebetulan satgas partai X, dari dulu jamannya 
orde baru keluarga saya nyoblos partai X” 
 
Ungkapan senada juga disampaikan oleh salah seorang responden : 
“O..kalau kampung sini itu semua pilih partai X, dari dulu itu mbak.  
Makanya kan dulu jalan disini itu jelek tidak pernah diperbaiki ya karena itu 
dikampung sini tiap Pemilu yang menang partai X. Solo kan kabanyakan 
pendukung partai X. Nah kalau calon selain dari partai X itu mau menang 
satu-satunya jalan ya pake uang, nah baru bisa menang. Kalau tidak pake 
uang tidak mungkin....” 
 
Kecenderungan fanatismen partai dalam Pilkada menunjukkan tidak 
pentingnya program, visi dan misi calon bagi para pemilih, sehingga kualitas 
demokrasi dari Pilkada masih pada tingkat yang paling rendah. Timbul 
keingintahuan peneliti, sebenarnya apa alasan atau motivasi responden dalam 
menentukan partai politik yang didukungnya pada waktu Pemilu sebelumnya, 
dan jawaban reaponden seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini : 
 
Tabel 3.24. 
Tabel Motivasi Responden dalam Mendukung Partai Politik 
Alasan Ya Tidak Jumlah 
Platform Partai 37% 63% 100% 
Tokoh Partai 20% 80% 100% 
Loyalitas terhadap partai 93% 17% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Dari tabel diatas terlihat 93% responden menyatakan loyalitasnya 
kepada suatu Partai Politik dalam setiap proses pemilihan dan kurang melihat 
platform dari parpol itu sendiri. Jika sikap tersebut yang dianut oleh sebagian 
besar pemilih, maka hampir dapat dipastikan bahwa calon yang diajukan oleh 
partai politik pemenang Pemilu maka dalam Pilkada akan memperoleh 
mayoritas suara, mengingat fanatisme masyarakat yang tinggi terhadap suatu 
partai politik. Dalam realitasnya memang terbukti bahwa PDI-P yang 
memperoleh kursi terbanyak di DPRD dalam Pemilu 2004 lalu telah berhasil 
meng”gol”kan calonnya menjadi pemenang dalam Pilkada Kota Surakarta 
2005. 
Kemenangan PDI-P di Kota Surakarta dalam dua kali Pemilu pasca 
Orde Baru tumbang dapat dipahami dari sisi historisnya. Disamping sebagai 
basis Partai Komunis (PKI), Kota Surakarta juga merupakan basis dari Kaum 
Nasionalis (PNI). Dari sini dapat dilihat bahwa Kota Surakarta adalah basis 
dari kaum nasionalis setelah partai komunis dilarang di Indonesia. Disamping 
itu kemenangan PDI-P juga tidak terlepas dari posisi umumnya Megawati 
Soekarni Putri sebagai putri Presiden pertama RI yang pada masa kekuasaan 
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Orde Baru menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap dominasi Orde 
Baru terhadap partai-partai politik yang hidup pada saat itu. 
Memahami budaya politik masyarakat adalah penting untuk 
memahami perilaku politik masyarakat. Kebudayaan politik masyarakat 
Indonesia sangat dipengaruhi oleh hubungan yang disebut “bapak-anak 
buah”4. Dengan demikian, yang ada hanyalah bentuk ketaatan, kesetiaan, 
secara sukarela yang diberikan “anak buah” kepada “bapak”. 
Salah satu responden mengungkapkan alasanya dalam memilih partai 
politik :  
“Kalau partai saya dari dulu nyoblosnya partai X ya sampai 
sekarang partai X, dari pada malih-malih (berubah-ubah) malah nggak tahu 
bener.....iya keluarga saya juga nyoblosnya partai X, mosok mau beda-beda 
wong sekeluarga, anak-anak saya itu meskipun tidak saya suruh ya 
nyoblosnya partai X. Lagipula orang-orang sini kebanyakan juga partai X” 
 
Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa perempuan tidak dapat 
menerima kemungkinan perbedaan pendapat dalam memilih partai politik 
dalam sebuah keluarga. Bagi perempuan mungkin perbedaan partai politik 
yang didukung dalam sebuah keluarga tidak ada bedanya dengan perbedaan 
prinsip dan keyakinan (agama) sehingga dapat menimbulkan ketidakselarasan 
dalam hubungan berkeluarga. 
Tidak dapat dihindari dalam Pilkada langsung pengaruh partai 
terhadap pemilih masih sangat kuat. Dalam kondisi masyarakat seperti ini 
pemilih akan cenderung mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan yang 
rasional sekalipun yang mereka miliki. Bagi para kandidat calon akan lebih 
baik apabila mereka mendapatkan “kendaraan politik” yang memiliki 
pendukung terbesar di daerahnya. 
Terdapat beberapa hal yang dapat dideskripsikan dari proses Pilkada. 
Pertama sistem pemilihan langsung memiliki atmosfir politik yang cenderung 
panas, karena persaingan lebih tajam. Kedua sistem pamilihan langsung 
menuntut kemenangan jumlah suara yang besar oleh karenanya parpol akan 
cenderung memilih kandidat yang memiliki jumlah masa yang besar. Ketiga 
memerlukan biaya kampanye yang besar. Kempat merangsang tindakan 
politik uang. Kelima calon kandidat kepala daerah atau wakil kepala daerah 
harus memiliki jumlah dana yang besar. Keenam tidak jarang konvensi partai 
tidak berjalan obyektif, hanya untuk kepentingan fragmatis. Ketujuh pola 
perekrutan kandidat dari unsur diluar partai akan membuat parpol kadang-
kadang cenderung memilih kandidat yang memiliki jumlah dana yang besar. 
(Prof.Dr.J Kartini Soedjendro, Suara Merdeka 17 Juni 2004)  
Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem Pilkada 
langsung yang sudah ada telah mampu mewujudkan proses demokrasi di 
tingkat daerah. Kesuksesan dari pelaksanaan Pilkada dalam arti dapatnya 
tercapai prinsip LUBER dan Jurdil akan menimbulkan dukungan terhadap 
pelaksanaan Pilkada dan memberikan image atau reputasi yang baik sehingga 
Pilkada langsung ini dapat diteruskan. Tabel dibawah ini menunjukkan 
persepsi responden terhadap pelaksanaan Pilkada di Kota Surakarta : 
                                                 
4 Konsep ini dikemukakan Yahya Muhaimin, dalam Sudijojo Sastroatmodjo, 1995, Hal.22 
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Tabel 3.25. 
Tabel Persepsi Responden tentang Pelaksanaan Pilkada 
Pendapat Ya Tidak Tidak tahu Jumlah 
Menurut anda apakah Pilkada 
kali ini berlangsung dengan 
LUBER dan Jurdil ? 
60% 3% 36% 100% 
Sumber : Data Primer 2005 
 
Mayoritas responden menyatakan bahwa Pilkada 2005 di Surakarta 
berlangsung dengan LUBER dan Jurdil. Akan tetapi ukuran-ukuran yang 
ditetapkan sama sekali bukan ukuran yang seharusnya digunakan untuk 
melihat apakah sebuah Pilkada tersebut berlangsung dengan LUBER dan 
Jurdil. Pernyataan dari salah satu responden berikut mewakili sebagian besar 
alasan para responden yang menyatakan bahwa Pilkada telah barjalan dengan 
LUBER dan Jurdil : 
“Ya kayaknya sih jurdil, lha buktinya ngga ada rame-rame, Lha 
kalau tidak adilkan mestinya sudah ada yang protes ya tho ? (tidak ada 
kerusuhan) ya aman-aman saja, kalau tidak jujur ya pasti banyak yang 
demo..”) 
 
Beberapa responden justru merasa bahwa Jurdil tidaknya 
pelaksanaan Pilkada bukan merupakan haknya sebagai pemilih untuk 
mengetahuinya, seperti yang diungkapkan responden berikut : 
“Wah kalau yang begitu-begitu itu saya ngga tahu mbak, saya kan 
tidak pernah ngurusi masalah kayak gitu.....ya habis nyoblos ya sudah, paling 
nanti lihat siapa yang menang. Kok sampai ngurus masalah jujur apa enggak 
saya nggak pernah.” 
 
Ketidakpahaman perempuan tentang essensi proses Pilkada langsung  
membuat perempuan cenderung mendefinisikan suatu atau peristiwa tidak dari 
segi pengamatan sendiri akan tetapi berdasarkan kesimpulan yang diambil dari 
perilaku orang lain (dalam hal ini mayoritas adalah laki-laki). Sehingga 
orientasi politiknya dalam Pilkada dikhawatirkan juga hanya merupakan hasil 
cerminan perilaku orang-orang terdekatnya.  Belum memiliki orientasi 
politiknya sendiri. 
Dalam prakteknya sendiri memang tidak ada organisasi perempuan 
yang dilibatkan sebagai pengawas Pilkada, seperti yang di utarakan oleh 
informan dari KPUD berikut : 
“Organisasi perempuan yang dilibatkan dalam pengawasan proses 
Pilkada tidak ada, akan tetapi organisasi yang kami libatkan dalam 
pengawasan Pilkada ada yakni antara lain ; BEM UNS, REFORM (Yayasan 
Reformasi untuk Masyarakat Indonesia), Pemuda Katolik Cabang Surakarta, 
GEBRAK Jateng, JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), dan 
Partnership for Local Politic Transformation). 
 
Kematangan, kedewasaan dan kesadaran berpartisipasi dengan baik 
dari para pemilih dalam Pilkada langsung akan meningkatkan kualitas dari 
Pilkada karena kan meghasilkan menghasilkan seleksi pemimpin daerah yang 
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berkualitas. Karena dengan kondisi pemilih seperti ini maka hanya pemimpin 
yang berkualitas paling baiklah yang akan dipilih oleh pemilih. Mengutip dari 
sebuah tulisan bahwa “Pemimpin yang terpilih adalah cerminan dari 
pemilihnya”. Artinya dalam pemilihan langsung seperti Pilkada ini kepala 
daerah yang terpilih adalah cerminan dari para pemilihnya. Dalam konteks 
penelitian ini dapat dikatakan bahwa jika pemilih dalam proses Pilkada belum 
memiliki kesadaran akan hak dan peran perempuan dalam setiap proses dalam 
pembangunan daerah dan maka kemungkinan demikianlah pemimpin yang 
dihasilkan dalam  Pilkada tersebut. 
Bagaimanapun Pilkada langsung adalah pilihan terbaik yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia saat ini dalam memilih kepemimpinan di daerah, agar 
sentralisasi dan dampak-dampak negatifnya yang selama ini mengakibatkan 
ketidakmerataan pembangunan sampai dengan ketimpangan kekuasaan di 
pusat dan daerah  dapat diminimalisir. Akan tetapi sudah saatnya diwujudkan 
suatu Pilkada Langsung yang benar-benar merupakan hajat masyarakat di 
daerah dan bukan hajat bagi parta-partai politik di daerah. Dari penelitian ini 
terlihat bahwa mekanisme yang ada sekarang ini justru membuat nuansa 
Pilkada Langsung justru kental dengan persaingan partai politik di daerah. 
 
 
 
 
BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berkaitan dengan posisi perempuan dalam dunia politik di Indonesia, 
belakangan ini terdengar istilah “glass seilling” (atap kaca). Maksud dari 
istilah ini adalah suatu kondisi yang menghambat bagi perempuan untuk 
berpartisipasi dalam politik (pembuatan kebijakan), akan tetapi kondisi ini 
tidak dilihat atau diakui sebagai pengahambat bagi perempuan dalam 
partisipasinya. Dalam penelitian ini penyusun juga melihat fenomena tersebut. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ; 
1. Perempuan masih mengalami hambatan sosial dan kultural dalam 
keikutsertaannya dalam Pilkada Langsung. 
Hambatan sosial dalam penelitian ini ditunjukkan dengan kesibukan peran 
mereka dalam pekerjaan domestik rumah tangga dan pekerjaan mereka 
sebagai pencari nafkah keluarga. Sedangkan hambatan kultural 
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perempuan adalah apa yang terdapat dalam maindset perempuan, yang 
tertanam sebagai hasil mereka belajar dalam hidup bermasyarakat. 
Hambatan sosial-kultural ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan 
kesempatan bagi perempuan untuk mengakses informasi selama dalam 
proses Pilkada. 
2. Dalam persepsi terhadap kepemimpinan daerah, perempuan masih 
berpersepsi bahwa laki-laki dipandang lebih mampu menjadi seorang 
kepala daerah (walikota) dibandingkan dengan perempuan. Posisi yang 
dianggap “pas” bagi perempuan menurut responden adalah wakil walikota 
(satu tingkat dibawah laki-laki).  
Ini menunjukkan perempuan sendiri menerima (setuju) dengan 
subordinasi posisi perempuan oleh laki-laki dalam partisipasi politik 
maupun dalam  pembuatan kebijakan di daerah. 
3. Perempuan masih berpersepsi bahwa politik adalah bidang laki-laki, 
sehingga ketertarikan mereka dalam mengakses informasi selama proses 
Pilkada sangat rendah. Akibatnya partisipasi atau perilaku perempuan 
dalam Pilkada langsung terlihat masih sebagai pendukung, dalam arti 
masih sebagai massa yang dimobilisasi. Belum sebagai pemilih (voters), 
karena tidak memiliki kalkulasi rasional dalam menentukan pilihan 
politiknya. 
4. Perilaku berpolitik perempuan menunjukkan bahwa mereka masih 
berpersepsi dukungan mereka terhadap suatu partai politik harus mereka 
wujudkan dalam pemilihan kepala daerah. 
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Sehingga dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2005 ini dapat dipastikan 
bahwa calon yang diajukan oleh Parpol pemenang Pemilu di Kota 
Surakarta akan memenangkan persaingan dalam Pilkada. 
5. Belum tersedianya forum diskusi bagi perempuan untuk membuka wacana 
mereka atau mengetahui peran mereka dalam menentukan arah kebijakan 
daerah pada proses Pilkada.  
Seseorang tidak akan pernah menggunakan potensinya jika yang 
bersangkutan tidak pernah tahu potensi yang dimilikinya. 
B. Saran 
Dari temuan diatas maka ada beberapa saran dari peneliti dalam rangka 
peningkatan kualitas, perbaikan atau pembentukan ulang persepsi perempuan 
terhadap  pelaksanaa Pilkada Kota Surakarta yang akan datang, yaitu : 
a. Agar dalam pelaksanaan berikutnya KPUD Kota Surakarta memperluas 
sasaran sosialisasi Pilkada, termasuk sosialisasi ke organisasi-organisasi 
perempuan.  
Asumsi KPUD dalam menentukan sasaran sosialisasi adalah bagi 
kelompok-kelompok masyarakat yang belum berpengalaman dan 
termarjinalkan. Tanpa disadari kelopok perempuan ini termasuk 
kelompok yang dimarjinalkan dalam proses pembangunan dan 
proses politik (baca : Ismi Dwi Astuti, 2002 dan Indriyati Suparno 
dkk, 2005). 
b. Perlunya perubahan orientasi sosialisasi Pilkada. Yaitu sosialisasi yang 
berorientasi pada perbaikan persepsi pemilih tentang Pilkada. 
Selama ini materi sosialisasi yang diberikan hanya seputar cara 
pencoblosan yang benar. Pengalaman dalam mencoblos tentunya 
bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia (kecuali bagi 
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pemilih pemula) mengingat pengalaman masyarakat terhadap 
Pemilu di Indonesia sudah cukup banyak, bahkan dengan Pemilu 
multi partai sekalipun.  
c. Sebagai organisasi perempuan yang terdekat dengan masyarakat, PKK 
sudah saatnya menjadi forum diskusi bagi perempuan terutama disaat 
berlangsungnya proses Pilkada maupun Pemilu. 
Forum, ini bukan untuk membahas partai politik atau calon mana 
yang harus perempuan dukung atau untuk menyeragamkan suara 
perempuan dalam Pilkada maupun Pemilu, akan tetapi untuk 
memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perempuan tentang 
esensi dari pelaksanaan proses politik tersebut. 
d. KPUD Kota Surakarta supaya mengatasi keterbatasannya melakukan 
sosialisasi Pilkada bagi pemilih perempuan dengan melibatkan 
organisasi/kelompok perempuan di Surakarta dalam sosialisasi. Hal ini 
sekaligus adalah upaya dalam membuka wacana perempuan tentang 
penolakan terhadap subordinasi dan diskriminasi perempuan dalam proses 
politik. 
Dalam transisi menuju demokrasi, bagi pemerintah, menciptakan 
kemitraan yang luas dengan pelbagai elemen di dalam masyarakat 
termasuk di dalamnya LSM/Ornop merupakan perwujudan yang 
perlu diwujudkan. Oleh karena hal ini memungkinkan untuk 
mendelegasikan sebagian tanggung jawab dan mempergunakan 
dengan lebih baik kemungkinan sumberdayanya. (Leo Agustino, 
2005:59) 
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PENUTUP 
Secara prosedural penelitian ini telah selesai. Namun bukan berarti 
penelitian dalam menyoroti masalah demokrasi dalam Pilkada langsung berhenti 
sampai disini. Masih banyak faktor-faktor lain diluar konteks penelitian ini yang 
dapat dipaparkan untuk melihat proses demokrasi Pilkada langsung di luar 
konteks peran pemilih perempuan dalam Pilkada. 
Kesimpulan penelitian ini masih sangat jauh dari “memuaskan”. Kondisi 
ini dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah keterbatasan intelektual, yang 
meliputi terbatasnya penguasaan materi, kemampuan untuk mengkongkritkan 
variabel respon kedalam indikatornya, maupun kemampuan analisis. Disamping 
keterbatasan intelektual yang kurang memadahi, keterbatasan waktu, tenaga dan 
biaya cukup berpengaruh kepada hasil penelitian ini. 
Bagi penulis masih banyak pertanyaan-pertanyaa tentang perilaku 
pemilih  yang timbul dari hasil penelitian ini. Harapan penulis semoga hasil 
penelitian yang masih mengambang ini bisa ditindaklanjuti dengan penelitian lain, 
diantaranya tentang ; motivasi pemilih dalam memilih dalam Pemilu, baik dalam 
memilih partai politik maupun dalam memilih kepala daerah. Baik dengan 
membandingkan pemilih dari segi perbedaan gender maupun dari perbedaan 
tingkat sosial dan ekonomi. Oleh mereka yang lebih mampu dari segi intelektual, 
waktu, tenaga ataupun finansialnya. Baik dengan lokasi yang sama ataupun 
dengan lokasi lain dengan jangkauan lebih baik. Sehingga akan mendapatkan 
gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuesioner 
 
A. Identitas Partisipan 
1. Nama : 
2. Umur :  
3. Pendidikan : 
4. Pekerjaan : 
B. Persepsi dan Sikap Partisipan 
5. Apakah anda ikut dalam suatu kegiatan/perkumpulan/organisasi ? 
6. Jika iya, perkumpulan apakah itu ? 
7. Apakah dari perkumpulan tersebut pernah dibahas tentang Pilkada 
langsung ? 
8. Jika iya, apa saja yang dibahas ? 
9. Selama ini yang memilih walikota adalah anggota DPRD, bagaimana 
menurut anda ? 
10. Menurut anda apakah walikota sebelumnya berhasil dalam memimpin 
Kota Surakarta ? 
11. Mengapa ? 
12. Apakah anda setuju perempuan menjadi walikota ? 
13. Mengapa ? 
14. Menurut anda laki-laki atau perempuankah yang lebih mampu menjadi 
pemimpin ? 
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15. Dalam Pilkada Kota Surakarta 2005 ini tidak ada calon dari 
perempuan, bagaimana menurut anda ? 
16. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan Pilkada Langsung ? 
17. Mengapa ? 
18. Apakah harapan anda dengan dilaksanakan Pilkada langsung ? 
C. Partisipasi Partisipan dalam Pilkada 
19. Bagaimana anda mendaftar sebagai pemilih dalam Pilkada ? 
20. Darimana anda mendapat informasi tentang tempat dan waktu 
pendaftaran ? 
21. Apakah anda menemui kesulitan dalam mendaftar ? 
22. Jika iya, kesulitan apakah itu ? 
23. Apakah anda pernah diundang untuk mendapatkan informasi tentang 
Pilkada ? 
24. Jika pernah pertemuan apakah itu ? 
25. Dari mana anda mengenal profil para calon ? 
26. Darimana anda mendapat informasi  selama masa Pilkada ? 
27. Apa yang anda ketahui dari informasi tersebut ? 
28. Apakah anda ikut aktif dalam kampanye para calon ? 
29. Mengapa ? 
30. Adakah dari calon yang berjanji memperhatikan nasib perempuan ? 
31. Apakah anda percaya dengan janji-janji para calon dalam kampanye ? 
32. Jika tidak, mengapa ? 
33. Apakah alasan anda memilih pasangan calon ? 
34. Apakah anda ikut mencoblos ? 
35. Jika tidak, mengapa ? 
36. Apakah anda merasa ada paksaan dalam memilih ? 
37. Jika ada, dari mana (siapa) ? 
38. Apakan anda mengalami kesulitan dalam mencoblos ? 
39. Jika iya, kesulitan apakah itu ? 
40. Menurut anda apakah Pilkada 2005 ini berlangsung dengan Jurdil ? 
41. Mengapa ? 
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42. Apakah anda setuju bila Pilkada selanjutnya dilaksanakan secara 
langsung ? 
43. Mengapa ? 
 
 
